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ABSTRAKSI

Pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak lama, namun baru pada
abad ini dapat dimulai masa keemasan pidana denda. Sebab itu pula, kemudian
pidana denda ini berhasil menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat
pertama, terutama di negara-negara Eropa dan beberapa negara maju lainnya
vang telah menentukan dan menerapkan kebijakan pidana denda sebagai
alternatif pidana hilang kemerdekaan. Pidana denda merupakan perkembangan
pemidanaan generasi ketiga setelah generasi pertama yang dimulai dengan
pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana utama untuk mengganti
pidana mati dan generasi kedua yang ditandai dengan perkembangan pidana
kemerdekaan itu sendiri yang di berbagai negara ada beberapa alternatif dan
sistem yang berbeda

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam
Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal
dalam Buku !! dan Buku Ill KUHP dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor
eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan
keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Sefain itu,
pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan
pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek
jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal perkembangan
konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan
mengenai sanksi alternatif (alfernative sanction) untuk pidana hilang
kemerdekaan dengan pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan
atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan
dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau
alternatif pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya, faktor kemampuan
masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu
undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi.
Demikian puia piidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif akan
mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau
pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam
kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam
pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotitkan atau terkait
dengan harta benda atau kekayaan.

Pidana denda dapat disetarakan dengan pidana penjara karena pidana
penjara selama ini diakui sebagai pidana yang efekiif untuk penjeraan. Pidana
denda juga dapat menciptakan hasil yang diinginkan oleh pembentuk undang-
undang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan. Pidana denda akan
selalu menjadi pertimbangan oleh penegak hukum, terutama hakim dalam
memutus perkara pidana, dan pidana denda harus dapat dirasakan sebagai
penderitaan bagi pelaku tindak pidana (dalam bentuk kesengsaraan karena
secara materi yang bersangkutan merasa kekurangan, jika mungkin menyita
harta benda untuk menutupi denda yang belum atau tidak dibayar dengan cara
pelelangan). Pidana denda yang dibarengi dengan sistem keadilan restoratif
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diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
Pidana denda diharapkan pula dapat membebaskan rasa bersalah kepada
terpidana dan sekaligus memberikan kepuasan kepada pihak korban.

Selain pidana denda, perlu diintrodusir mengenai sanksi ganti kerugian
(restitutify dan/atau denda administratif untuk perkara-perkara tertentu yang
memerlukan pemulihan dan perbaikan, dalam hal ini perlu dikembangkan
adanya keadilan restoratif yang secara turun temurun telah dilaksanakan oleh
masyarakat Indonesia berdasarkan adat dan budaya bangsa.

Keseluruhan upaya di atas pada dasarnya ingin mewujudkan sila ke-2
Pancasila yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Nilai kemanusiaan yang
beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang
berbudaya, bermoral, dan beragama. Penerapan teori tujuan pemidanaan yang
integratif yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan
yang diakibatkan oleh tindak pidana, pidana denda dapat mendekatkan pada
kedua pandangan yakni refributive view dan utifitarian view yang diintegrasikan
dengan konsep kemanusiaan yang adil dan beradab untuk memenuhi
humanitarian concerns combined with a greafer awareness of the destructive
effects of imprisonment. Lembaga pemasyarakatan (penjara) sedapat mungkin
dijadikan tempat bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana berat (serious
crime} dan tindak pidana lainnya yang sangat membahayakan bagi masyarakat.

*kkkk
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum
dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatatan hukum yang berlaku dan
pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan
perlindungan hukum, penegakan hukum, dan hak asasi manusia, kesadaran
hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran,
ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang
makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global. Visi dan misi
Pembangunan Nasional Tahun 2005 — 2025 di bidang hukum sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 adalah
mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum yakni dengan
memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kukuh, memperkuat peran
masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah,
menjamin  pengembangan media dan kebebasan media  dalam
mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, dan melakukan pembenahan
struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum
secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.’

Bertolak dari pokok pikiran, visi, dan misi Pembangunan Nasional Tahun
2005 — 2025 di atas, terutama mengenai pembenahan struktur hukum dan
meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, penelitian
mengenai pembaruan pidana denda di Indonesia dimaksudkan untuk
mendayagunakan dan memfungsikan pidana denda sehingga pidana denda
dapat berperan dalam kerangka pembenahan struktur hukum, meningkatkan
budaya hukum, dan menegakkan hukum secara adil sebagaimana dicita-citakan

oleh Pembangunan Nasional di atas.

! Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 — 2023, Bab I} mengenai Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005 — 2025,
angka 3.
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Pidana denda yang ditentukan dalam undang-undang atau pidana denda
yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, selama ini, belum mendapat perhatian
bagi para ahli hukum pidana. Jenis pidana ini memang tidak semenarik pidana
hilang kemerdekaan, seperti pidana penjara atau pidana seumur hidup, yang
dianggap mempunyai efek jera yang paling efektif, walaupun di balik itu banyak
permasalahan dan pertanyaan yang timbul akibat sistem pemasyarakatan dalam
penjara (lembaga pemasyarakatan). Orang belum menghitung dan penegak
hukum belum banyak mempertimbangkan bagaimana efisien dan efektifnya
pidana denda jika diterapkan secara adit dan layak kepada terdakwa.

Studi terhadap “pembaruan pidana denda di Indonesia” berangkat dari
pemikiran-pemiikiran para penyusun konsep Rancangan Undang-Undang
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)} yang ingin
memfungsikan dan mengefekiitkan pidana denda sebagai pengganti atau
alternatif pidana hilang kemerdekaan, juga pada pembentuk undang-undang di
luar KUHP yang akhir-akhir ini banyak mencantumkan pidana denda, di samping
pidana penjara. Pikiran-pikiran atau konsep yang dikehendaki oleh pembentuk
undang-undang dalam menentukan kebijakan penentuan pidana denda perlu
disambut dengan baik karena pidana denda yang ditentukan mempunyai makna
kesejajaran atau kesetaraan dalam mencegah dan menanggulangi tindak
pidana. Selain itu, ide unfuk mengefektifkan jenis pidana denda dimaksudkan
untuk menghindari atau membatasi penggunaan pidana penjara.

Istilah “pembaruan” dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan
bagaimana kebijakén penentuan pidana dalam kerangka penal reform sebagat
bagian dari pilar-pilar bangunan sistem pemidanaan yang dirumuskan. Istilah
pembaruan dialamatkan pada kebijakan penentuan pidana dan pengaturannya
dalam RUU KUHP sebagai salah satu perencanaan atau program dari
pembentuk undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam
menghadapi permasalahan penentuan pidana denda dan cara bagaimana
melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.

Apa yang sedang terjadi di masyarakat dengan berbagai aktivitasnya yarig
begitu kompleks tidak luput menjadi perhatian bidang hukum adalah termasuk
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fenomena tindak pidana korporasi yang dalam perkembangannya semakin
menonjol. Untuk itu, pembentuk RUU KUHP juga memperluas pengenaan
pidana denda yakni di samping terhadap orang perseorangan juga terhadap
korporasi.

Di dalam KUHP, jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak
pidana ditentukan dalam Pasal 10 yang meliputi pidana pokok dan pidana
tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana
kurungan, dan pidana denda. Pidana denda merupakan sanksi pidana terpenting
yang dikenal dalam hukum pidana (Belanda dan Indonesia).? Pidana denda
sebenarnya sudah dikenal sejak lama,® namun baru pada abad ini dapat dimulai
masa keemasan pidana denda. Sebab itu pula, kemudian pidana denda ini
berhasil menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat pertama.*

Jan Remmelink menyatakan bahwa salah satu alasan dari kenaikan
peringkat tersebut adalah banyaknya keberatan yang cukup mendasar terhadap
penjatuhan pidana badan singkat. Keberatan serupa tidak berlaku terhadap
pengenaan pidana denda karena pidana denda tidak atau hampir tidak
menyebabkan stigmatisasi dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan
pekerjaannya; lagi pula pidana denda dengan mudah dapat dibayar (bila perlu
dengan cara angsuran).® _

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 10 KUHP, dalam perkembangannya, nilai besaran dendanya yang
ditentukan dalam Buku il dan Buku |l KUHP sudah tidak memadai lagi, dan hal
inilah yang mengakibatkan para penegak hukum enggan menetapkan dalam
dakwaannya atau memutuskan dalam sidang pengadilan dengan pidana denda.
Permasalahan ini juga ditunjang oleh Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa "Yang diperiksa menurut acara

pemeriksaan pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara

2 Jan Remmelink, Hukum Pidana — Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan
Pidananya dalam KUHP Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.. 485

* Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 53.
dikatakan bahwa pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara.
Mungkin setua pidana mati

* Opeit, Jan Remmelink, hal. 285.

S Loc.cit, hal. 285
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atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya
Rp.7.500,- {tujuah ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali yang
ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian® ini". Berdasarkan jumlah nilai mata uang
yang semakin lama semakin menurun, hal ini mengakibatkan pidana denda yang
ditentukan dalam KUHP tidak difungsikan secara maksimal oleh para penegak
hukum, padahal di negara-negara lain, terutama negara-negara di Eropa, telah
memfungsikan pidana denda.

Muladi berpendapat bahwa perkembangan konsepsi baru dalam hukum
pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif
(alternative sanction) dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama
terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara di bawah satu tahun. Persoalannya adalah apakah pidana alternatif atas
pidana hilang kemerdekaan selama ini dimaksudkan untuk affernative goals atau
alternative punishment.”

D. Schaffmeister menyatakan bahwa tidak terlalu mengherankan, baik
PBB maupun Dewan Eropa, telah mengajukan usulan kepada sejumlah negara
anggota untuk membatasi sejauh mungkin penggunaan pidana badan singkat
(pidana penjara atau kurungan maksimum 6 bulan).® Lebih lanjut Schaffmeister
menyatakan bahwa pidana badan singkat dapat mengakibatkan:

a. relasi-relasi sosial yang dimiliki terpidana dapat terputus atau
setidaknya terganggu: hilangnya pekerjaan, gangguan terhadap
hubungan keluarga, menyulitkan dibangunnya relasi-relasi sosial
baru karena merupakan “bekas narapidana”

b. waktu pemidanaan terlalu singkat untuk dapat memberikan
pengaruh positif bagi terpidana ataupun unfuk menjalankan proses
resosialisasi;

¢. perkenalan dengan penjara membuka kemungkinan terpidana
tercemar oleh perilaku kriminal terpidana lainnya. Lebih jauh lagi,
dapat terjadi penjara tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan
bagi terpidana;

d. menghindari penggunaan pidana badan singkat dapat menghemat
pengeluaran biaya karena pelaksanaan pidana penjara dalam

® Paragraf 2 Bagian ini adalah mengenai Acara Pemeriksaan tentang Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas
Jalan.

” Hasil wawancara dengan Prof. Muladi di Lemhannas pada tanggal 23 Mei 2003.

8 D. Schaffmeister, Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Wakiu Luang,_ (De Korte Vrijheidsstraf als
Vrijtijdsstraf), Penerjemah Tristam Pascal Moeljono, Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, hal. 14 -16
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dirinya sendiri memakan biaya cukup tinggi. Terlebih lagi, anggaran
yang harus dikeluarkan berkaitan erat dengan tunjangan sosial
yang kemudian harus dikeluarkan; dan

e. biaya yang dikeluarkan di atas yang dikeluarkan untuk pelaksanaan
pidana ini tidak sebanding dengan efek pidana yang diharapkan.

Sudarto berpendapat bahwa pidana denda masih termasuk dalam paket
sanksi. Pidana ini juga bisa dipandang sebagai alternatif dari pidana pencabutan
kemerdekaan. Di Eropa Barat, pidana ini bahkan menjadi lebih penting daripada
| pidana pencabutan kemerdekaan dan dipandang sebagai tidak kalah efektifnya,
khususnya bagi orang-orang tertentu menurut keadaannya.®

Pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi hukum adalah bagian dari
hukum penitensier, yakni hukum yang mengatur atau yang memberi aturan
tentang stelsel sanksi.'® Hukum penitensier meliputi peraturan tentang:

a. pemberian pidana (sfraftoemeting), yang memuat aturan tentang jenis
pidana (strafsoort), ukuran pidana (strafmaaf), dan bentuk atau cara
pemidanaan (sfrafmodus); dan

b. eksekusi sanksi hukum pidana, yakni pelaksanaan pidana atau
tindakan secara konkret oleh aparat eksekusi.

E. Utrecht menyebutkan bahwa hukum penitensier adalah segala
peraturan-peraturan positif mengenai sistem hukuman (strafsefeisef) dan sistem
tindakan (maatregelsteisel). Hukum penitensier ini merupakan sebagian dari
hukum pidana positif, yaitu bagian yang menentukan jenis sanksi atas
pelanggaran, beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu dirasai oleh pelanggar dan
cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan."’ ‘

Selain sebagai bagian dari hukum penitensier, pidana denda juga sebagai

subsistem dari sistem pemidanaan, yang oleh Barda Nawawi Arief dikatakan

? Sudarto, Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan, Makalah dalam Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus
dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, BPHN, Binacipta, 1980, hal 102-103

' Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Hasil Pengkajian Bideng Hukum Pidana dalam Seminar
Evaluasi Laporan Hasil Pengkajian Hukwm Tahun 198071981, disusun oleh Team Pengkajian Bidang
Hukum Pidana.

'V E. Utrecht, Hukum Pidana Il (Rangkaian Sari Kuliah), Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1986, hal. 268.
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sebagai salah satu subsistem hukum pidana materiel/substantif.”® Dari sudut
hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai
keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan atau
keseluruhan  sistem  aturan/norma hukum  pidana materiel  untuk
pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.’

Keseluruhan sistem aturan/norma  hukum pidana materiel untuk
pemidanaan, di samping sebagai aturan umum, juga merupakan pedoman bagi
aturan khusus yang diatur di luar Buku | KUHP (lama) atau Buku | RUU KUHP.
Pidana denda dan aturan pemidanaannya sebagai aturan umum merupakan
pedoman bagi aturan khusus, baik yang diatur dalam Buku Il dan Buku i KUHP
(lama) atau Buku || RUU KUHP dan undang-undang di luar KUHP.

Keistimewaan pidana denda adalah di samping diancamkan kepada
orang perseorangan juga diancamkan kepada korporasi. Hal ini selain telah
ditentukan dalam konsep RUU KUHP, juga telah diterapkan dalam undang-
undang di luar KUHP

Pidana denda sebagai bagian dari pidana pokok, belum dikupas secara
mendalam oleh para ahli hukum pidana apakah pidana denda dapat disejajarkan
dengan pidana hilang kemerdekaan, atau jika tidak disejajarkan, apakah pidana
denda dapat dikatakan mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana
sebagaimana dikupas dalam tujuan pemidanaan di atas. Di dalam teori-teori
yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai tujuan pemidanaan di atas,
belum pernah disinggung apakah pidana denda disamakan dengan teori
pemidanaan lainnya dalam rangka mencari pembenaran pidana. Pada saat
pidana denda digunakan dan ditentukan sebagai pidana alternatif atau pidana

yang diancamkan secara tunggal dalam beberapa pelanggaran yang ditentukan

12 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana
Indonesia, Program Magisten [imu Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang, 2007, hal. 3-4

" Loc.cir, Barda Nawawi, hal. 3

' Undang-undang di luar KUHP, misalnya, Undang-Undang (Drt) Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak
Pidana Ekonomi; Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003; dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan QOrang,
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dalam Buku [l KUHP, maka orang beranggapan bahwa pidana denda sebagai
bagian dari pidana pokok, akan mempunyai efek jera dan hal ini merupakan
bagian dari penderitaan. Paling tidak, pidana denda dapat dijadikan bagian dari
perlindungan masyarakat dan sekaligus pembimbingan.

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok (setelah pidana kurungan)
adalah pidana yang dapat dijadikan alternafif dari pidana badan. Pidana denda
ini merupakan pidana yang paling sedikit menimbulkan penambahan penderitaan
dan yang sebenarnya terjadi adalah pemindahan penderitaan.

Pidana denda tersebut tampaknya lebih dekat kemanfaatannya dengan
tindakan (maafrege/) dibandingkan dengan pidana badan atau hilang
kemerdekaan. Tindakan bertujuan melindungi masyarakat dan melakukan
pengobatan, perbaikan, dan pendidikan bagi yang bersangkutan, terutama bagi
orang dewasa yang dianggap cacat jiwanya (gangguan jiwa) atau anak-anak
yang melakukan tindak pidana. Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP
disebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan tindakan kepada mereka yang
melakukan  tindak  pidana, tetapi tidak atau kurang mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan karena menderita
gangguan jiwa atau penyakit jiwa atau retardasi mental. Di samping itu, dalam
hal tertentu tindakan dapat pula diterapkan kepada terpidana yang mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan maksud untuk memberi
perlindungan kepada masyarakat dan menumbuhkan tata tertib sosial. Paralel
dengan pergeseran pidana penjara ke arah tindakan di atas, pidana denda yang
dalam perkembangannya akan dapat pula bergeser ke arah sanksi yang berupa
ganti rugi, uang pengganti, dan perdamaian di luar pengadilan, serta
berkembangnya sistem restorative justice (keadilan restoratif).

Pidana denda sebagai saiah satu pidana pokok dalam KUHP yang
menjadi urutan ke empat setelah ketiga jenis pidana yakni pidana mati, pidana

penjara, dan pidana kurungan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP,'®

' Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor | Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia IT Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum
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sering dijadikan pilihan oleh pembentuk undang-undang di luar KUHP sebagai
alternatif atau kumulatif atau keduanya dari pidana penjara atau kurungan.
Undang-undang di bidang keuangan atau perbankan, sering pula mencantumkan
ancaman pidana denda secara tersendiri (tunggal). Pidana denda, tidak hanya
diancamkan terhadap orang perseorangan, melainkan juga kepada korporasi
yakni suatu perkumpulan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum. Jumlah ancaman pidana denda yang ditentukan dalam KUHP yang
paling banyak adalah berkisar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) untuk perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan
(Pasal 403 KUHP) dan sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)
untuk tindak pidana perjudian (Pasal 303), sedangkan jumiah pidana denda yang
terkecil adalah Rp.10,-(sepuluh rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal
523 KUHP.™®

Sebelum 14 April 1960, jumlah nilai barang yang ditentukan untuk tindak
pidana ringan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal
379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) KUHP hanya Rp.25,- (dua puluh lima
rupiah), maka dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) Nomor 16 Tahun 1960, jumiah Rp.25 (dua puluh lima rupiah)
untuk nilai barang menjadi Rp.250,- (dua ratus lima puiuh rupiah). Ketentuan di
atas dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Dalam tahun dan hari yang sama, dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu} Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan
Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam
Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus
Tahun 1945. Pasal 1 Perpu tersebut menentukan bahwa (1) Tiap jumlah

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor [1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditembah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan
dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850).

' R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP: Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan
Hoge Raad, RajaGrafindo Persata, Jakarta, 2006, hal. 182 dan hal. 331
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hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, sebagaimana beberapa kali ditambah dan diubah dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1860 Nomor
1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan
sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari
mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, harus
dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali. (2) Ketentuan
dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan
tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi.

Mengiringi perjalanan kefatanegaraan dan kepemerintahan Indonesia,
sejak tahun 1960 sampai sekarang, jumlah ancaman pidana denda yang
ditentukan dalam KUHP tetap berdasarkan Perpu Nomor 18 Tahun 1860 tentang
Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan sebelum
Tanggal 17 Agustus Tahun 1945, sedangkan undang-undang di luar KUHP
ditentukan sesuai dengan perkembangan nilai mata uang. Tidak mengherankan
jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
memberikan ancaman bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai
dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp.2.000.000.000,- {dua milyar rupiah). Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dalam ketentuan
pidananya, memberikan ancaman denda minimum khusus dan maksimum yang
begitu tinggi kepada pelanggar yakni dengan ancaman pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling [ama 10 (sepuiuh) tahun, serta denda paling
sedikit Rp2.000.000.000,00 (duaz miliar rupiah} dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sebagai bahan perbandingan, undang-undang yang baru saja disahkan
yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
menentukan pidana dendanya secara minimum khusus tanpa memperhatikan
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proporsionalitas jarak antara minimum khusus dan maksimumnya sehingga
hakim kesulitan untuk memberikan atau menjatuhkan pidana sesuai dengan
keyakinannya atau berdasarkan keadilan masyarakat. Ketentuan tersebut
menentukan ancaman pidana dengan gradasi sebagai berikut:

1) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

2) pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8
(delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 {(enam
ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah};

3) pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paiing sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam
miliar rupiah);

4) pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
{empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling
banyak Rp12.000.000.000,00 (duabelas miliar rupiah).

Jarak antara ancaman pidana minimum khusus dan pidana maksimum
begitu dekat (pendek)} sehingga hakim hanya mempunyai pilihan yang terbatas
untuk menjatuhkan pidana. Jarak perbedaan 2 tahun antara pidana penjara
paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun akan
mempersulit hakim untuk memutus atas dasar keyakinan atau pengamatannya
dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan keadilan sesuai dengan
irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Apa yang dikhawatirkan oleh Muladi, terlihat dari perumusan-perumusan
yang substansinya membatasi kebebasan hakim atau dapat dikatakan mengebiri
kebebasan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Perumusan dalam bentuk

kumulatif saja yakni dengan menggunakan “dan”, pada dasarnya dapat
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mengurangi kebebasan hakim yang merdeka, apalagi dengAan perumusan pidana
minimum khusus."”

Pemasukan keuangan negara terkait dengan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) dari perkara-perkara yang diputus dengan denda masih relatif
kecil dibandingkan dengan pengeluaran biaya keuangan negara untuk mendanai
pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dalam lembaga
pemasyarakatan. Keseluruhan pendapatan hasil dendaftilang dan sebagainya
dalam proses peradilan untuk anggaran friwulan IV 2007 dan triwulan | 2008,
berdasarkan data dari laporan Kejaksaan Agung RI, telah diperoleh dana
sebesar Rp. 33.983.283.181 dan Rp. 13.200.000.000,-."® Untuk tahun anggaran
2006, PNBP yang diterima keseluruhan dari pidana dendaftilang sebesar Rp.
22.281.835.183,-. (Tabel 1).

Tabel 1
Penerimaan Pnbp 2005 — 2008 Kejaksaan Agung Ri
Uraian PNBP 2008 PNBP 2007 PNBP 2008
(perkiraan)
Pendapatan hasil denda | 22.281.835.183 33.883.283.181 13.200.000.600
titang dan sebagainya {triwulan {)

Sekadar membandingkan dengan  pengeluaran biaya  untuk
penyelenggaraan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan di seluruh
Indonesia, jumlah yang dikeluarkan oleh negara pada tahun 2007/2008 sebesar
Rp.628,799,887.000,-."° Data anggaran penyelenggaraan pemasyarakatan
sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 pada halaman 382.

Untuk memberikan tambahan atas dendaftilang di atas, penjatuhan
pidana denda bagi pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
kurang dari satu tahun dan pelaku tindak pidana yang bermotifkan ekonomi atau
harta benda perlu diterapkan secara sungguh-sungguh. Jika pengaturannya
ditentukan secara alternatif (alfernatifre sanction) maka Ilembaga

'7 Wawancara dengan Prof. Muladi di Lemhannas pada tanggal 23 Mei 2008
'® Data Realisasi Penerimaan dan Penggunaan PNBP Triwulan 1V 2007 dan Perkiraan Realisasi Triwulan 1
2008 yang disusun oleh Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Apung RI. Diperoleh pada tanggal 25 April

2008
% Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Biro Perencanaan Departemen Hukum dan

HAM 2008 pada tanggal 21 April 2008.
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pemasyarakatan hanya dipenuhi oleh narapidana yang melakukan tindak pidana
serius (serious crime) dan tindak pidana tertentu yang dianggap sangat
membahayakan atau merugikan masyarakat yang diancam dengan pidana
penjara tujuh atau lebih.

Pengaturan dan penjatuhan pidana denda sebagai alfernative sanction
diharapkan dapat menghilangkan stigmatisasi bagi terpidana dikaitkan dengan
kritik terhadap pidana penjara yang secara umum menimbulkan stigma.
Kebijakan penenfuan pidana denda sebagai sanksi alternatif harus ditetapkan
secara proporsional terhadap tindak pidana tertentu, tindak pidana ringan, dan
tindak pidana yang bermotifkan harta benda atau ekonomi misalnya tindak
pidana pencurian, penipuan, atau penggelapan. Tindak pidana yang bermotifkan
harta benda, selain pelakunya dijatubhi pidana denda, juga ditetapkan pidana
ganti kerugian terhadap korban dalam rangka pengembalian atau pemulihan nifai
barang atau harta korban yang hilang atau berkurang sehingga kerugian yang
diderita harus dibalas juga dengan pemulihan nilai harta benda atau ekonomi
(keuntungan ekonomi).

Menurut Muladi, penjara sudah over capacity dan cenderung tidak
mendidik/merusak. Untuk mengurangi hal tersebut, salah satunya adalah dengan
mendayagunakan alternative sanction.” Di Belanda dan Jepang, untuk tindak
pidana tertentu yang dianggap ringan, justru berkembang ke arah suspended
prosecution (penundanaan penuntutan) sebagai bagian dari diversi.?' Di dalam
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)
diperkenalkan mengenai penyelesaian di luar sidang pengadilan terhadap
perkara-perkara tertentu. Pasal 42 RUU menentukan bahwa;?

Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau

alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun

tanpa syarat.” Pasal 42 ayat (3) menyebut syarat-syarat sebagai berikut;

a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;

b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun;

:“ Wawancara dengan Prof, Muladi di Lemhannas pada tanggal 23 Mei 2008.
' Idem
% Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,

2008
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c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;

d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas tujuh
puiuh tahun; dan/atau

e. kerugian sudah diganti.

Di dalam Naskah Akademis RUU KUHAP tersebut dicontohkan sebagai

berikut: 23

Tindak pidana bersifat ringan, misalnya menipu (Pasal 378 KUHP) yang
ancaman pidananya maksimum empat tahun penjara sebesar 10
(sepulubh) juta rupiah untuk membayar biaya rumah sakit, kemudian
telah membayar kepada korban. Dengan demikian, korban pun
mendapat kembali uangnya, daripada penipu ini masuk penjara dan
uang tidak kembali. Penyelesaian seperti ini termasuk peradilan
restoratif (restorative justice), adanya perdamaian antara korban dan
pelaku. Di Belanda, maksimum ancaman pidana yang dapat
diselesaikan di luar pengadilan ialah 6 (enam) tahun penjara yang
dengan sendirinya termasuk delik pencurian, misalnya mengutil
sekaleng susu di super market untuk bayinya sedangkan dia tidak
mempunyai uang, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya,
lalu dia telah membayar supermarket itu. Persyaratan lain misalnya
dia belum pernah dipidana sebelumnya. Oleh karena Pasal 42
Rancangan menyebut maksimum pidana empat tahun penjara, maka
pencurian yang ancaman pidananya lima tahun penjara tidak termasuk
penyelesaian di luar pengadilan, kecuali pelaku yang berumur 70 tahun
atau lebih.

Ketentuan di atas pada dasarnya juga telah diatur dalam Pasal 82 KUHP
yang menentukan bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam
dengan pidana denda saja menjadi hapus jika dengan sukarela dibayar
maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan apabila penuntutan
telah dimulai. Ketentuan yang sama juga dituangkan dalam Pasal 145 huruf e
dan huruf f dan Pasal 146 RUU KUHP.

Studi terhadap hukum pidana tidaklah hanya bertujuan memperoleh
pengetahuan hukum pidana yang sekarang sedang berlaku sebagai hukum
positif, melainkan juga memahami dan menjelaskan bagaimana sistem peradilan

pidana itu berlangsung, serta harapan-harapan hukum pidana pada masa

¥ Naskah Akademis tentang RUU Hukum Acara Pidana, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,
2008 sebagai satu kesatuan dengan RUU KUHAP 2008.
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mendatang. Pidana denda yang ditentukan dalam undang-undang atau pidana
denda yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, selama ini, belum mendapat
perhatian bagi para ahli hukum pidana karena memang tidak semenarik pidana
hitang kemerdekaan, seperti pidana penjara atau pidana seumur hidup, yang
dianggap mempunyai efek jera yang paling efektif, walaupun di balik itu banyak
permasalahan dan pertanyaan yang timbul akibat sistem pemasyarakatan dalam
penjara {lembaga pemasyarakatan). Orang belum menghitung dan penegak
hukum belum banyak mempertimbangkan bagaimana efisiensinya pidana denda
jika diterapkan secara adil dan layak kepada terdakwa.

Penelitian terhadap pidana denda, baik pidana denda yang ditentukan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam undang-
undang di luar KUHP, jarang dilakukan oleh para sarjana hukum yang menekuni
bidang hukum pidana. Penelitian yang dilakukan oleh sarjana hukum tersebut
pada umumnya mengupas pidana mati, pidana penjara, atau yang terkait
dengan pidana hilang kemerdekaan. Penelitian terhadap pidana denda baru
dilakukan oleh J.E. Lokollo yang membatasi pada kemanjuran pidana denda
terhadap pelaku dalam perkelahian antarnegeri di Kepulauan Maluku.
Pandangan J.E. Lokollo ini dapat dijadikan dasar pengembangan pemikiran
mengenai pembaruan pidana denda di Indonesia.

Barda Nawawi Arief, misainya, menulis mengenai “Kebijakan Legislatif
dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara® yang meneliti
mengenai perlu tidaknya penjara ditetapkan atau dipertahankan sebagai salah
satu sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dan mengenai seberapa jauh
kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana penjara.25
Muladi menulis mengenai “Lembaga Pidana Bersyarat” yang meneliti tentang
pendayagunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan
kemerdekaan.”® M. Taufik Makarao menulis mengenai “Bentuk-bentuk Pidana

* JE. Lokollo, Perkembangan Pidana Denda di Indonesia, Disertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor
dalam {lmu Hukum pada Universitas Airlangga di bawah Pimpinan Rektor Universitas Airlangga,
Surabaya 30 Janusari 1988

% Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1994

* Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992
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Khususnya Pidana Cambuk sebagai Bentuk Pemidanaan” yang membahas
tentang pro dan kontra diberlakukannya pidana cambuk dan membahas
pertanyaan apakah pidana cambuk merupakan pidana barbar (biadab).?

M. Sholehuddin menulis mengenai “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana:
Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya” yang meneliti tentang ide
dasar sistem dua jalur tehtang sanksi pidana dan tindakan sera
implementasinya dalam produk legislasi.®® Tongat menulis mengenai "Pidana
Seumur Hidup" dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia yang membahas
tentang ketidakmampuan pidana seumur hidup dalam memberikan perlindungan
yang integratif kepada individu dan masyarakat.?® J.E. Sahetapy menulis
mengenai “Suatu Studi Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap
Pembunuhan Berencana" yang salah satunya membahas tentang pro dan kontra
terhadap pidana mati.*® Jimly Asshiddigie menulis “Pembaruan Hukum Pidana
Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Figh dan
Relevansinya bagi Usaha Pembaruan KUHP Nasional® yang ingin mengkaiji
kemungkinan sumbangan fradisi hukum Islam atau hukum figh dalam rangka
pembaruan ketentuan mengenai bentuk pidana.®!

J.E. Lokollo, sebagaimana telah disebutkan di atas, menulis mengenai
"Perkembangan Pidana Denda di Indonesia” yang disusun pada tahun 1988.
Lokollo mengupas mengenai pidana denda yang diterapkan atau dijatuhkan
kepada pelaku tindak pidana perkelahian antarnegri di Kepulauan Maluku.
Tulisan Lokollo ini merupakan titkk awal keinginan penulis dalam
mengembangkan pikiran-pikiran beliau mengenai kemanjuran pidana denda
terhadap tujuan pidana terkait dengan penjatuhan pidana bagi pelaku dalam
perkelahian antarnegri di Maluku untuk disebandingkan dengan pembaruan

¥ Mohammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk
Pidana Khssusnya Pidana Cambuk sebagai suatu Bentuk Pemidanaan, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005

B M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidan:, {de Dasar Double Track System dan
Implementasinya, PT RajGrafindo Persada, Jakarta, 2003

» Tongat, Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum di ndonesia, UMM Press, Universitas
Muhammadiyah Malang, 2004

* JE. Sahetapy, Swatu Studi Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan
Berencana Rajawali, Jakarta, 1981

N Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hikum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung, 1996
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pidana denda yang diharapkan serta paradigma baru pidana denda yang
dirancang oleh pembentuk RUU KUHP.

Pidana denda memang tidak begitu menarik, dibandingkan dengan pidana
penjara atau pidana mati, yang pada umumnya membawa dampak sosial yang
besar dan sering menjadi polemik terkait dengan hak asasi manusia, termasuk
akibat samping, baik positif maupun negatif dari kedua jenis pidana tersebut
dalam penerapannya. Untuk itu, studi terhadap “pembaruan pidana denda di
Indonesia” dimaksudkan untuk melengkapi literatur yang ada dan melengkapi
hasil penelitian dan penulisan mengenai jenis-jenis pidana di atas sebagai salah

satu kekayaan karya ilmiah di bidang hukum pidana.

B. Perumusan Masalah

Sebagian besar ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP
yang mencantumkan pidana denda, penetapannya belum menggunakan pola
dan pedoman yang terukur dan baku, sedangkan KUHP itu sendiri, ancaman
pidana dendanya tidak lagi rasional atau proporsional. Sistem kategorisasi tindak
pidana ke dalam 6 kategori denda secara maksimum yang diperkenalkan oleh
RUU KUHP adalah salah satu usaha ke arah memfungsikan kembali pidana
denda. Kategori tertinggi dalam konsep RUU KUHP adalah kategori IV dengan
denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*? Pidana denda
paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling
lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI [Pasal 80 ayat (5)
huruf b]. Sebagai aturan umum dalam Buku | tidak dijelaskan apakah tindak
pidana di luar KUHP dapat menyimpang atau tidak dari aturan ini.

Sebagaimana diketahui dalam undang-undang di luar KUHP, misalnya,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mencantumkan
ancaman pidana denda paling sedikit Rp.10 milyar dan paling banyak Rp.200
milyar dan Undang-Undang (Prp) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme yang mencantumkan ancaman pidana denda bagi

*2 Di dalam Konsep RUU KUHP 1993 tercantum paling banyak Rp. 300 juta.
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korporasi sebesar Rp. 1 trilyun, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999
tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang mencantumkan
ancaman pidana denda paling sedikit Rp.250 juta dan paling banyak Rp.1 milyar,
menunjukkan bahwa penetapan pidana denda belum ditentukan secara rasional
dan proporsional.

Di satu sisi, besarnya nilai nominal rupiah pidana denda di atas dianggap
tidak rasional dan proporsional, namun di sisi lain, keciinya nilai nominal pidana
denda dalam beberapa undang-undang masa lalu sudah tidak memadai lagi dan
tidak rasional karena nilai rupiah yang makin lama makin menurun, misalnya
ancaman pidana denda yang ditentukan dalam KUHP atau beberapa undang-
undang yang diundangkan pada tahun 1960 — 1980an. Perbandingan penentuan
pidana dalam undang-undang (Tabel 3) setiap dekade menunjukkan bahwa
penurunan nilai mata uang dapat dilihat perbedaannya kurang lebih 10 kali lipat
(1962=Rp.10.000,-; 1972=Rp.100.000,-; dan 1981=Rp.1.000.000,-).**

Tabel 3

Penentuan Pidana Denda dalam 3 Dekade
UU Nomeor 6 Tahun 1962 | UU Nomor 3 Tahun 1972 [ UU Nomor 7 Tahun 1981
tentang Wabah tentang  Ketenfuan  Pokok | tentang Wajib Lapor

Transmigrasi Ketenagakerjaan
Pasal 10 menentukan (1) | Pasal 16 menenfukan; Barang | Pasal 10 menentukan (1)
Barangsiapa dengan | siapa melaksanakan | Pengusaha atau pengurus
sengaja fidak melakukan | transmigrasi tanpa jjin/- | yang  fidak  memenuhi

atau menghalang-halangi
terlaksananya usaha-
usaha dan kewajiban-
kewajiban tersebut dalam
pasal 5 dan pasal 6 ayat
(1), dipidana dengan
pidana penjara selama-
lamanya & bulan dan/atau

persetujuan Menteri, dihukum ;
1. dengan hukuman kurung-an
selama-lamanya 1 bulan
dan/fatau denda setinggi-
tingginya Rp. 100.000,-

2. dengan hukuman kurungan
selama-lamanya 9 bulan
dan/atau denda  setinggi-

kewajiban-kewajiban

sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1),
Pasal 7 ayat (1), Pasal 8
ayat (1} dan Pasal 13
diancam dengan pidana
kurungan selama-lamanya
3 (tiga) bulan atau denda

pidana denda sebanyak- | tingginya Rp. 500.000,- apabila | setinggi-tingginya Rp.
banyaknya Rp. 10.000,- | perbuatan tersebut juga tidak | 1.000.000,- .(satu juta
{sepuluh ribu rupiah). memenuhi ketentuan-ketentuan | rupiah).

Pasal 7 dan 8 Undang-undang
ini.

Dari uraian di atas tergambar bahwa di satu sisi, batas jumlah maksimum
penentuan pidana denda belum ditetapkan berdasarkan pola-pola tertentu

3 Pidana denda dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah, Undang-Undang
Nemor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuzan Pokok Transmigrasi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981
tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
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sehingga tampak bahwa parameter penetapan sanksi pidana denda berdasarkan
peringkat keseriusan dan ketidakseriusan tindak pidana belum ada
keseragaman. Di sisi lain, undang-undang yang sudah ada telah dipengaruhi
oleh faktor eksternal yakni penurunan nilai mata uang yang berpengaruh pada
nilai pidana denda yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga
dipandang tidak proporsional dan rasional dalam penerapannya. Selain itu,
pidana denda sebagai alternatif pidana penjara, penghitungan jarak dan paritas
kedua jenis pidana tersebut belum ada konsistensi antara nilai jumiah lamanya
penjara dan jumlah banyaknya denda. Padahai makna "alternatif’ selama ini
dipahami sebagai sesuatu yang menunjukkan adanya kesejajaran,
kesebandingan, atau kesetaraan kedudukan untuk dipilih antara jenis pidana
penjara dan pidana denda. Kesejajaran, kesebandingan, atau kesetaraan
kedudukan antara jenis pidana penjara dan pidana denda dalam rangka
memaksimalkan penggunaan pidana denda harus ditentukan secara rasional
dan proporsional dengan mendasarkan pada peringkat dan jarak kualifikasi
tindak pidana. Penderitaan untuk pidana penjara seyogyanya dipandang sama
dengan penderitaan pembayaran denda, termasuk upaya-upaya penyeimbangan
antara individual dan kerugian masyarakat (social damages) melalui pidana
denda.

Berangkat dari perumusan masaiah di atas tergambar bahwa pidana
denda pada saat ini baik penetapan maupun penerapannya belum mempunyai
landasan falsafah dan pedoman yang jelas sehingga diketemukan ketentuan
pidana denda dan penerapannya yang beragam di indonesia. Dari perumusan
permasalahan tersebut, penelitiazn mengenai pidana denda dalam pembaruan
pidana denda di Indonesia diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1) Mengapa pidana denda periu ditingkatkan fungsi, peran, dan
efektivitasnya?

2) Bagaimana pola penetapan ancaman pidana denda dan penerapannya
dalam praktik?

3) Bagaimana pengaturan mengenai ketentuan ancaman pidana denda
dalam KUHP, undang-undang di luar KUHP, dan RUU KUHP, termasuk
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melakukan harmonisasi ancaman pidana dendanya pada masa

mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan
di atas, penelitian tentang pidana denda dalam pembaruan hukum pidana di
Indonesia mempunyai beberapa tujuan yakni:

1) untuk memahami mengenai fungsi, peran, dan keefektifan pidana denda
sebagai salah satu jenis pidana pokok dibandingkan dengan jenis
pidana hilang kemerdekaan (pidana badan), terutama pidana penjara di
bawah satu tahun atau pidana badan singkat serta pidana tertentu yang
bermotifkan harta benda atau ekonomi atau pelanggaran terhadap
ketertiban umum atau administratif yang tidak menimbulkan akibat yang
membahayakan orang atau barang;

2) untuk mengidentifikasi mengenai pola pemberian ancaman pidana
denda dalam KUHP, undang-undang di luar KUHP, atau RUU KUHP,
baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi,

3) untuk membandingkan pidana denda yang diancamkan oleh RUU
KUHP, KUHP, dan undang-undang di Iluar KUHP beserta
permasalabannya dan menentukan parameter pidana denda dalam
RUU KUHP vyang nantinya dapat dijadikan acuan terhadap
pembentukan undang-undang di luar KUHP dan peraturan perundang-
undangan lain, termasuk dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk
menjatuhkan pidana serta upaya pengharmonisasian perumusan
ancaman pidana denda dalam undang-undang di luar KUHP pada masa

mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang pembaruan pidana denda di Indonesia diharapkan
dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, baik teoritisi maupun praktisi,
terutama kepada para penegak hukum dalam menerapkan KUHP dan undang-
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undang di luar KUHP pada masa mendatang. Hasil penelitian ini dapat pula
dijadikan pembanding oleh pembentuk undang-undang di luar KUHP dan
peraturan perundang-undangan lain mengenai fungsi pidana denda dan makna
suatu substansi penentuan jenis pidana denda, baik terhadap orang
perseorangan maupun korporasi.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam
pembangunan bidang hukum, pembangunan ilmu pengetahuan hukum pidana,
dan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik yang dipersiapkan oleh
DPR-R! maupun pemerintah, termasuk pembahasan RUU KUHP di DPR-RI.
Hasil penelitian juga dapat dijadikan sejarah hukum sebagai tahap-tahap
perkembangan hukum penyusunan RUU KUHP di !ndonesia, termasuk bahan
acuan terhadap penyusunan RUU di luar KUHP dan peraturan perundang-

undangan lain pada masa mendatang.

E. Kerangka Teoritik dan Konseptual

Di dalam sejarah pemidanaan, bentuk-bentuk pidana yang dianut di
banyak negara telah mengalami perubahan, bahkan kemajuan dari segi
kemanusiaan karena ada pandangan bahwa salah satu ciri peradaban suatu
bangsa dapat dilihat dari bentuk pidana yang masih diterapkan. Pidana, terutama
pidana penjara, sebagai suatu derita atau nestapa yang sengaja diberikan oleh
negara kepada pelaku kejahatan secara umum diakui manfaatnya, walaupun di
sisi lain terdapat juga kekurangan dan kelemahan terhadap pelaksanaan pidana
penjara itu sendiri.

Pidana denda sebagai alternatif atau pengganti pidana penjara, dapat
diartikan sebagai penukar derita atau nestapa terhadap pidana penjara, menjadi
derita atau nestapa dengan mengurangi hak kepemilikan benda atau harta
pelaku tindak pidana sebagai hukuman. Pengalihan dari pidana penjara ke

pidana denda merupakan pemidanaan yang lebih bersifat humanis atau dapat
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diartikan lebih manusiawi atau berperikemanusiaan sebagai perwujudan
pelaksanaan sila kedua Pancasila.®

Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua dalam Pancasila
mengandung pengertian adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang
didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan
noma-norma dan kebudayaan umumnya, baik pada diri pribadi, sesama
manusia, maupun pada alam sekitarnya/lingkungan hidup. Potensi kemanusiaan
dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa memandang ras, keturunan dan
warna kulit, serta bersifat universal.’®* Dalam sila kemanusiaan terkandung nitai-
nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan
terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan
tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak
kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan
perundang-undangan negara.® Nilai kemanusiaan yang beradab adalah
perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan
beragama.

Sebagaimana dipahami bahwa salah satu tujuan dijatuhkan pidana adalah
agar pelaku jera dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, sanksi
dalam hukum pidana dimaksudkan sebagai penguat agar norma-norma yang
telah ditetapkan dapat ditaati sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian di
masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa pidana itu menjadi pelindung dari
ancaman pidana. Tujuan penjatuhan pidana di atas berlaku pula bagi pidana
denda yang dikenakan secara rasional dan proporsional, baik terhadap orang

perseorangan maupun korpo rask.

* Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, humanis diartikan “orang yang mendambakan dan
memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas-asas perikemanusiaan;

?cngabdi kepentingan sesama umat manusia.
5 H. Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 2004, hal. 53
3 Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hal. 80
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Antony Duff dan David Garland® mempertanyakan mengenai perlunya
pidana dalam suatu perbuatan pidana. Apakah suatu pidana yang diancamkan
sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan? Pertanyaan yang harus dijawab
adalah bagaimana suatu hukuman (pidana) sesuai dengan tindak pidana yang
dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kriminolog, kata mereka berdua, selalu
mengingatkan bahwa inti dari kejahatan adalah penyimpangan tingkah laku. Jadi
ada pandangan yang salah bahwa selama ini kejahatan selalu dikaitkan dengan
hukuman.

Jan Remmelink menyatakan bahwa mengapa negara bertindak tatkala
terjadi kejahatan dan mengapa negara bertindak dengan menjatuhkan
penderitaan. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana yang tepat karena mendorong
negara untuk bertindak secara adil dan menghindari ketidakadilan. Hukum
pidana di sini difungsikan sebagai mekanisme ancaman sosial dan psikis.®®
Kaum konsekuensialis berpendapat bahwa adanya pidana dibenarkan apabila
pidana ity membawa kebaikan, pidana mencegah kejadian yang lebih buruk, dan
tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang sefara baiknya (atau
buruknya).*®

Dalam falsafah pemidanaan, orang selalu mencari pembenaran pidana
(justification of criminal punishment). Di dalam perbincangan teoritis mengenai
pemidanaan itu sendiri, Herbert L. Packer berupaya melibatkan diri pada dua
pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang
berbeda.*® Yang pertama adalah pandangan retributif (refributive view) yang
mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif ferhadap setiap perilaku
menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Yang kedua adalah
pandangan utilitarian (utifitarian view) yang lebih melihat pidana itu dari segi
manfaat atau kegunaannya. Pandangan yang pertama beranggapan bahwa
setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing.

*Antony Duff and David Garland, A Reader on Punishment, Oxford University Press, New York, 1994, p.
3-4

*0pcit, Jan Remmelink, hal. 604.

% Opceit, Antony Duff & David Garland, hal. 6-8

“® Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction, California, Stanford University Press, 1968, hal.
11-12
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Jika pilihannya itu benar, maka ia mendapat ganjaran positif seperti pujian,
sanjungan, penghargaan, dan lain-ain. Tetapi jika salah, ia harus bertanggung
jawab dengan diberi hukuman (ganjaran negatif). Jadi, alasan rasional untuk
ditakukannya pemidanaan itu terletak pada asumsi dasarnya bahwa pidana itu
merupakan imbalan negatif terhadap tanggung jawab akan kesalahan.
Pandangan ini hanya melihat pidana itu sebagai hukuman dan pemidanaan
sebagal pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung
jawab moral masing-masing orang. Pandangan pertama ini dikatakan bersifat
backward-looking yakni melihat ke belakang terhadap kesalahan yang dilakukan
sehingga dijatuhkannya pidana dan Kkarena orientasinya ke belakang,
pemidanaan dalam pandangan ini juga cenderung bersifat korektif dan represif.

Pandangan kedua (ulilitarian), yang dilihat adalah situasi atau keadaan
yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana
tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk
perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk
memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan
mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan
untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang
serupa. Pandangan yang kedua ini berorientasi ke depan (forward-looking) dan
sekaligus mempunyai sifat pencegahan.

Pada umumnya, pandangan yang kedua tersebut yang justru dianggap
lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang
bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena
itu banyak mempengaruhi kebijakan politik kriminal di berbagai negara di dunia.
Packer mengemukakan bahwa dewasa ini berkembang pula pandangan ketiga
yang disebut dengan pandangan behavioral yang merupakan variasi saja dari
pandangan utilitarian klasik. Dalam pandangan ketiga ini, konsep mengenai
tanggung jawab moral dan kehendak bebas dianggap hanyalah ilusi atau angan-
angan belaka karena perilaku manusia pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan
yang berada di luar kekuasaan setiap individu dalam hubungan sebab akibat. Di

samping itu, fungsi hukum itu sendiri menurut pandangan ketiga, seperti
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dikatakan Packer, secara sederhana diharapkan menyebabkan terjadinya
perubahan kepribadian pada diri yang bersangkutan. Pada dasarnya, behaviorial
ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak diiihat sebagai pembalasan
kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana uniuk memperbaiki tingkah laku
terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum
behaviorist ini didasari oleh paham determinisme yang ekstrem. Individu
manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan
karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap
perbuatan anti sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada
di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Mengenai pilihan dasar filosofis untuk menerapkan gagasan pemidanaan,
pilihan apapun menurut Herbert L. Packer, tidak dapat diharapkan memecahkan
masalah yang sesungguhnya. Kita tidak mungkin memilih salah satu alternatif
saja dart berbagai teori model pemidanaan yang ditawarkan oleh iimu hukum
pidana. Muladi, dari kedua pandangan di atas, vakni refributive view dan
utilitarian view, mencoba melakukan integrasi antara kedua pandangan tersebut
yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif yang dapat
memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh
tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila).*' Pilihan teori integratif ini
dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar
terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun
dampak yang bersifat sosial.

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang dijadikan pidana
alternatif pidana penjara atau pidana denda sebagai pidana tunggal yang
ditentukan secara proporsional dan rasional dapat memenuhi teori pemidanaan
yang mengintegrasikan beberapa fungsi di atas dalam arti dapat memperiakukan
individu tersebut dengan pidana denda yang layak dan sekaligus memuaskan

! Opcit, Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, hal. 53 — 54, Packer sendiri memilih Integrated Theory of
Criminal Punishment karena ketidakpuasan terhadap teori yang sudah ada dan Packer sendiri telah
menyimpulkan sebelumnya bahwa tujuan pemidanaan sebenarnya ada dua yaitu untuk memberikan suatu
penderitaan dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Menurut Packer, ada 5 pendekatan untuk melihat
alasan pembenaran pemidanaan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam vyakni retribution;
utilitarian prevention (deterrence dan special deterrence or intimidation); dan behavioral (incapacition dan
rehabilitation).
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permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih jauh lagi, perlakuan terhadap
pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan yang bermanfaat
yang manfaatnya harus juga dirasakan oleh korban tindak pidana baik secara
langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pidana tambahan, antara
lain, yang berupa ganti kerugian, dapat pula dijatuhkan kepada pelaku tindak
pidana sebagai salah satu kebijakan penjatuhan pidana. Secara tidak langsung,
pidana denda yang diperoleh dan dimasukkan dalam kas negara dapat dijadikan
tambahan anggaran pendapatan negara/daerah untuk pembiayaan pelaksanaan
proses peradilan dan sekaligus menyejahterakan masyarakat. Hal ini lebih dekat
dengan konsep yang dibangun di Belanda yakni adanya humanitarian concerns
combined with a greater awareness of the destructive effects of imprisonment
menjadikan KUHP Belanda berorientasi pada pidana denda sebagai pidana
alternatif penjara pada setiap penentuan pidananya pada masing-masing tindak
pidana.*?

Untuk membawa ke arah kebaikan dan mencegah kejadian yang lebih
buruk serta tidak ada alternatif lain, teori proporsionalitas yang dikemukakan oleh
Andrew von Hirsch juga dapat dijadikan acuan dalam penentuan pola dan
pedoman pemidanaan.®® Kriteria proporsional harus dilihat dari perbandingan
proporsional ordinal (bilangan tingkat) untuk perbandingan hukurman. Bilangan
tingkat perbandingan hukuman ditentukan 3 hal, vyakni panly
(paritas/persamaany), rank-ordering {(memperbandingkan dengan-/peringkat), dan
spacing (jarak kualitatif).*® Paritas merupakan ukuran yang dikaitkan dengan
penentuan sanksi pidana yang setara keseriusannya. Peringkat merupakan
perbandingan tindak pidana: sanksi pidana yang lebih berat pada tindak pidana
X daripada Y mencerminkan tingkat ketercelaan terhadap tindak pidana X yang
lebih tinggi daripada terhadap Y. Jarak bherkenaan dengan jarak antartindak

2 Constantijn Kelk, Laurence Koffman, dan Jos Silvis, dalam Christopher Harding (et al), Criminal Justice
in Europe, A Comparative Study, Clarendon Press Oxford, 2002, p. 319

* Andrew von Hirsch, Censure and Proportionality, dalam A Reader on Punishment, Antony Duff &
David Garland, Oxford University Press, New York, 1994, p. 115-129

% Ibid Andrew von Hirsch, hal. 128-129. Periksa uraian Harkristuti Harkrisnowo dalam Rekonstruksi
Konsep Pemidanaon: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Orasi pada
Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok 8 Maret 2003, hal, 19.
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pidana: jika tindak pidana X, Y, dan Z diurut sesuai dengan tingkat
keseriusannya, jarak antara X dan Y mungkin tidak sama dengan jarak antara Y
dan Z sehingga sanksi pidananya pun tidak sama jarak perbedaannya.®

Herbert L. Packer, berkaitan proporsionalitas hukuman, menyatakan
bahwa:

Proportionality implies more than a simple differentiation among modes
of conduct, It also implies a pyramidal effect. Those things that are
more are, generally speaking, rarer than those things that are less
serious. There are fewer murder than assault. There are fewer
robberies than thefts. There is less reckless driving than there is iflegal
parking.*®

Lebih lanjut Packer menyatakan bahwa kebijakan pembentuk undang-undang
harus memberikan batasan dengan mengklasifikasi perbuatan yang telah
ditentukan untuk suatu kejahatan berat dan kejahatan ringan (befween felony
and misdemeanor) sebagai perbandingan, termasuk penentuan pidana
dendanya.

Jadi, prinsip proporsionalitas dan efek piramidalnya membatasi secara
tajam jarak antara kelenturan sanksi pidana dan tingkah laku antisosial.*’ Jarak
di atas disebut oleh Harkristuti Harkrisnowo sebagai jarak kualitatif. Untuk
menyatakan perbedaan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain
dapat dilihat dari perbedaan tingkat keseriusannya, termasuk tingkat dari akibat
yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut.

Jarak kualitatif inilah yang harus dihitung secara kuantitatif dalam
menetapkan pidana denda, baik bagi pelaku individu maupun korporasi sehingga
dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tetap membawa
kebaikan dan pidana yang dijatuhkan dapat mencegah kejadian yang lebih
buruk. Pidana denda yang kedudukannya disetarakan atau disepadankan
dengan pidana penjara yang ditetapkan sebagai alternatif atau pengganti pidana

* Harkristuti Harkrisnowo dalam Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses
Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam llmu
Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok 8
Maret 2003, hal. 19

% Opcit, Herbert L. Packer, p. 144

“Ibid. Herbert L. Packer, p. 145
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penjara dapat berfungsi dan diefektifkan dalam rangka memenuhi
keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat serta
memenuhi keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan
kepentingan individu atau antara faktor objektif dan faktor subjektif.

Muladi, sebagaimana dikemukakan di atas mengenai alfemalive goals
dan alternative punishment, berpendapat lebih lanjut bahwa dalam pemidanaan
selama ini yang menonjol adalah alfernative punishment, sedangkan alfernative
goals yang pada umumnya dengan pidana denda kurang mendapat perhatian.
Pidana denda merupakan alternatif yang terbaik untuk memperbaiki pelaku
tindak pidana dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Jadi tujuan pembalasan
pada dasarnya tidak begitu menonjol dalam pidana denda karena yang menonjol
adalah penyelesaian konflik dan usaha uniuk perbaikan pelaku tindak pidana.
Sebagai pijakan adalah bagaimana menentukan kebijakan dengan
menggunakan alfernative sanction yakni mencari pilihan yang tepat dari tujuan-
tujuan pidana tersebut.*®

Pendapat yang dikemukakan oleh Antony Duff, dalam Restoration and
Retribution, kumpulan karangan dalam buku Restorative Justice & Criminal
Justice, dapat dijadikan acuan sebagai sanksi alternatif karena dikatakan bahwa
ciri khas kejahatan adalah mengakibatkan berbagai macam kerugian yang
kemudian dicarikan upaya perbaikan.*® Lebih lanjut dikatakan bahwa kasus yang
sangat sederhana adalah mengenai kerugian material akibat tindak pidana
perusakan atau pencurian barang. Ada tiga sifat dalam kasus tersebut yakni (1)
kerugian semacam itu biasanya dapat diperbaiki secara utuh {penuh), barangnya
dapat dikembalikan atau kerusakan barang dapat diperbaiki, atau fungsi barang
menjadi pulih secara ekuivalen; (2) kerugian tersebut dapat dipahami karena
suatu kerugian tidak terikat oleh akibat dari tindak kejahatan; (3) kerugian
tersebut secara prinsip dapat diperbaiki oleh siapapun {(korban, orang lain,

negara, atau pelaku tindak pidana). Konsep dasar ganti kerugian di atas oleh

* Simon A.M Stolwijk, Alternative to Custodial Sentences, dalam Criminal Law in Action, Edited by Jan
van Dijk et al, Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer, p. 283

¥ Antony Duff, Restoration and Retribution, Studies in Penal Theory and Penal Ethics dalam kumpulan
karangan “Restorative Justice & Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms, Hart Publishing,
Oxford, 2002, p. 44
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Randy Barnet juga diletakkan pada suatu teori keadilan restitutif (a restitutive
theory of justice} yang menyatakan bahwa kejahatan sebagai suatu pelanggaran
seseorang terhadap hak-hak orang lain dengan keharusan untuk memperbaiki
akibat tindak pidana kepada korban sebagai hak-hak dasarnya.*

Dari kerangka teoritik di atas, secara konseptual, pidana denda sebagai
salah satu tujuan pidana dan pemidanaan merupakan salah satu sarana
dalam kebijakan penentuan pidana yang tidak kalah efektif dengan jenis
pidana lainnya. Oleh karena itu, jenis pidana denda tetap dipertahankan
dalam RUU KUHP dan sebagian besar undang-undang di luar KUHP.
Tujuan pidana denda adalah bukan dalam rangka pembalasan. Hal ini dijelaskan
dalam Penjelasan Pasal 81 yang menyatakan bahwa “Mengingat tujuan
pemidanaan bukan sebagai pembalasan, maka dalam penjatuhan pidana
denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata”.

Perbedaan antara pidana penjara dan pidana denda pada dasarnya
sangat signifikan karena jarak keduanya terletak pada penghilangan
kemerdekaan bagi pelaku yang dipidana penjara dan penghilangan atau
pengurangan harta benda (kekayaan) tertentu bagi pelaku yang dipidana dengan
pidana denda. Perbedaan ini sangat mencolok jika pidana denda sebagai
pengganti pidana penjara bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan berat
(pidana serius/serious crime). Hal ini justru akan menimbulkan rasa ketidakadilan
dalam masyrakat.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang
telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum
atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang terteniu. Pidana
denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap
hampir semua pelanggaran (overtredingen) yang ditentukan dalam Buku !
KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Untuk kejahatan ringan, pidana denda
diancamkan sebagai alternatiif dengan pidana penjara. Bagi sebagian besar

kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja (kealpaan), ancaman pidana

* Randy Bamet, The Justice of Restitution, American Journal of Jurisprudence, diambil dari
www.randybamet.com/25amer [ 17.htm, tanggal 18 November 2008.
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dendanya ditenfukan sebagai alternatif. Ranah pidana denda hanya dapat
disejajarkan atau disamaratakan dengan ancaman pidana untuk kejahatan
ringan, Kejahatan karena kealpaan, pelanggaran, atau pidana penjara jangka
pendek lainnya. Ukuran atau kesamarataan pidana denda sebagai alternatif atau
pengganti penjara atau kurungan, dalam perkembangannya, masih fluktuatif. Hal
ini dapat dilihat dari perkembangan pembentukan undang-undang di luar
KUHP.*!

Jonkers dan van Schraven menyatakan bahwa ilmu hukum pidana
modern telah berpendapat, dalam hal-hal tertentu satu hukuman denda yang
berat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat daripada satu hukuman penjara
jangka pendek.®® Di negeri Belanda, aliran modern ini telah menelorkan
Geldboetewet (Undang-Undang tentang Pidana Denda) pada tahun 1925. Dari
perkembangan aliran modern di atas, saat ini di Belanda juga telah disusun Wef
Vermogenssanclies (Undang-Undang tentang Pidana Kekayaan atau Undang-
Undang Sanksi terhadap Harta Benda). Undang-Undang tersebut bertujuan
untuk mengintrodusir delapan pembaruan, yakni:53

a) dipergunakannya aturan mengenai pidana denda yang baru,
mengikuti apa yang telah diatur dalam Wet op de economische
delicten (Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi);

b} aturan mengenai pidana denda ini diberlakukan terhadap semua
tindak pidana;

¢) di masa depan melalui suatu “transaksi’, kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara sampai dengan 6 tahun pun, dapat
diselesaikan di luar proses pengadilan;

d) syarat-syarat/faktor yang dipertimbangkan bagi penjatuhan
pidana (pembebasan) bersyarat ditambahkan dengan lembaga
penyerahan sejumlah uang jaminan;

e} secara umum dapat diberlakukan aturan mengenai penyitaan
terhadap keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum;

f) pidana tambahan dapat dijatuhkan tanpa perlu dikombinasikan
dengan pidana pokok;

3! Undang-undang hukum pidana adalah undang-undang yang bermateri tindak pidana sebagaimana diatur
dalam KUHP, namun pengaturannya ditentukan secara khusus, baik hukum pidana materiel maupun
formilnya. Undang-undang hukum administrasi adalah undang-undang yang mengatur mengenai hal-hal
yang terkait dengan administrasi pemerintahan atau negara dan perizinan, namun di dalamnya mengatur
mengenai hal-hal pelanggaran administratif yang dikriminalisasi.

52 Opcit, E. Utrecht, Hukum Pidna I, Pustaka, hal. 317

% Opcit, Schaffineister, Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang,, hal. 29- 30
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g) kemungkinan  penjatuhan  keputusan  bersalah  tanpa
penghukuman atau pemidanaan tidak lagi dibatasi pada
persoalan-persoalan peradilan kanton atau anak-anak;

h} di masa depan, hakim harus secara lebih rinci merumuskan
pertimbangan yang diambilnya dalam rangka pemilihan jenis
pidana serta bobotnya.

Pengukuran kualitas peraturan perundang-undangan, salah safunya,
adalah bagaimana menentukan pidana dalam suatu undang-undang dan
pemidanaannya secara adil sesuai dengan kemanfaatannya. Pidana yang tidak
menjanjikan konsekuensi yang lebih baik, harus ditolak. Dasar pembenaran
hukuman terletak pada efek yang menguniungkan. Menurut prinsip
kemanfaatan, suatu hukuman dapat dibenarkan apabila pelaksanaannya
mengandung kemungkinan konkret dua efek, yakni. 1) konsekuensi hukuman itu
ialah pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terhukum tak akan
terulang lagi; 2) hukuman itu memberikan kepuasan baik kepada korban maupun
kepada orang-orang lain.>

Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang
dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai
baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan,
kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya
dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil,

merugikan, dan hanya menambah penderitaan.

F. Metode Penelitian
1) Metode Pendekatan
Studi terhadap pembaharuan pidana denda di Indonesia, utamanya
dikaji melalui penelusuran bahan terkait dengan pembentukan RUU KUHP,
undang-undang tertentu yang ada di luar KUHP, dan KUHP itu sendiri
(sebagai bahan pembanding) beserta bahan pendukung lainnya, misalnya
dari hasil pertemuan ilmiah terkait dengan pembaruan hukum pidana,

* Yong Ohoitimur, Teori Etika tentang Hukuman Legal, Seri Etika Atma Jaya 20, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 1997, hal. 28 dan 29
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sebagai bahan hukum primer. Penelitian yang dilakukan menggunakan
metode penelitian normatif yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya.®
Sisi normatif yang akan diteliti adalah beberapa ketentuan yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, terutama RUU KUHP
terkait dengan pengaturan jenis pidana denda, pola, dan ancaman pidana
denda, baik yang diancamkan kepada orang perseorangan maupun
korporasi.

Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun
berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja iimu hukum normatif, yaitu ilmu
hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Soetandyo Wignjosoebroto
berpendapat bahwa dikatakan normatif dikhususkan untuk meneliti hukum
sebagai norma positif /aw as it is wrilten in the books, atau yang lebih tepat
disebut penelitian doktrinal.®® Selain pendekatan normatif, penelitian
dilakukan dengan menggali sumber dari pendapat para ahli hukum pidana
mengenai permasalahan pembaruan pidana denda di Indonesia dan berbagai
permasalahan yang terkait dengan pidana denda beserta penerapannya
sebagai salah satu kebijakan legislatif dan kebijakan penentuan pidana dalam
rangka memahami dan mendeskripsikan mengenai fungsi, peran, dan
keefektifan pidana denda sebagai sarana untuk mencapai tujuan
pemidanaan.

Selain pengumpulan data di atas, juga dilakukan penelitian lapangan
dengan metode wawancara kepada pembentuk RUU KUHP yakni dengan
Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief, dan Sekretaris Tim RUU KUHP.,
Selain itu, wawancara dilakukan juga kepada para praktisi (hakim dan
panitera) baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Penelitian
lapangan ini merupakan data primer yang digunakan sebagai data penunjang

atau sarana pelengkap atau penguji dari bahan hukum sekunder. Buku atau

% Johnnylbrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal.

% Soetandyo Wignjosoebroto, Hukwum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma,
Jakarta, 2002, hal. 147. Scetandyo menyatakan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-
penelitian atas hukum yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.
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literatur atau bahan hasil pertemuan ilmiah yang mengupas atau membahas
mengenai substansi pidana denda. Pendekatan aplikatif juga akan ditempuh
dengan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dari hasil
putusan pidana denda yang selama ini diterapkan dalam peradilan pidana di
Indonesia dalam rangka memperbandingkan (cross-check) fungsi dan
efektivitas antara pidana denda dan pidana penjara atau kurungan.

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas
dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi
oleh masyarakat. Jadi ilmu hukum sebagai kaidah atau norma merupakan
iimu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah,
dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga
dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai iimu kaidah.®” Sebagai ilmu
praktis normologis, iimu hukum normatif berhubungan langsung dengan
praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu tentang
pembentukan hukum dan penerapan hukum. Di samping penelitian hukum
normatif, untuk melengkapi penelitian tersebut dilakukan pendekatan yuridis
aplikatif atau yuridis empiris, yakni sampai sejauh mana pidana denda dapat
diterapkan dengan baik dan memenuhi keinginan pembentuknya dalam
kerangka memaksimalkan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Permasalahan mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak
pidana dengan menggunakan sarana sanksi pidana telah banyak dibicarakan
oleh para ahli hukum pidana karena hal ini sangat menarik, terkait dengan
sifat sanksi pidana tersebut yang uftimum remedium. Penentuan pidana yang
ditetapkan oleh pembentuk undang-undang merupakan suatu kebijakan yang
di dalamnya terkait dengan kriminalisasi atau penalisasi suatu perbuatan
yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana (kejahatan).
Permasalahan yang lain adalah terkait dengan subjek hukum pidana yang
diancam dengan pidana denda yang saat ini telah berkembang atau berubah
tidak hanya pada individu (orang perseorangan), melainkan juga pada
korporasi. Persoalan tidak hanya pada penerapannya, tetapi juga pada

57 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 82
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persoalan  pertanggungjawaban pidana dan  akibat-akibat  yang
ditimbulkannya jika korporasi dipidana dengan pidana denda yang relatif
berat atau dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin. Pemberatan
terhadapnya memang beralasan karena akibat yang ditimbulkan korporasi
yang melakukan tindak pidana pada umumnya sangat merugikan
masyarakat. Ukuran dan pola serta perumusan pidana denda yang
ditentukan dalam RUU KUHP dan yang ditentukan dalam undang-undang di
luar KUHP akan menimbulkan kesulitan tersendiri terkait dengan
pembenahan ketentuan-ketentuan pidana yang selama ini sedang atau telah
diterapkan berdasarkan undang-undang di luar KUHP.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam
penelitian ini karena yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah
pidana denda yang ditentukan dalam undang-undang sebagai salah safu
kebijakan legislasi. KUHP dan RUU KUHP sebagai salah satu kodifikasi
hukum di Indonesia, secara yuridis normatif tetap dijadikan dasar acuan bagi
undang-undang lain di luar KUHP, dalam rangka keseragaman penerapan,
baik penerapan terkait dengan pembentukan (perumusan norma) undang-
undang di luar KUHP maupun keseragaman putusan dalam proses peradilan.

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan pelengkap dalam
rangka mendalami telaahan yuridis normatif, dalam arti bahwa pendekatan
ini diperlukan untuk mengetahui gambaran penerapan pidana denda yang
didasarkan pada kebijakan legislasi selama ini. Seberapa jauh kebijakan
legislasi selama ini dapat menunjang tujuan dan mekanisme penerapan
pidana denda yang diancamkan oleh undang-undang. Fungsi dan efektivitas
pidana denda yang diancamkan oleh pembentuk undang-undang, setidak-
tidaknya, harus dibuktikan kebenarannya sehingga antara "baut dan mur”
dipautkan secara pas menjadi “skrup” yakni sesuai dengan apa yang
diharapkan oleh pembentuk undang-undang (antara harapan dan kenyataan).
Untuk itu, keterpautan tersebut perlu disilangpandangkan mengenai
perubahan dan perkembangan makna pidana denda yang semula

berorientasi pada pandangan yang retributif (disamakan dengan pidana
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penjara atau kurungan) ke arah perbaikan dan pemulihan akibat tindak
pidana bagi pelaku dan korban serta masyarakat.

Pendekatan studi komparatif juga dilakukan karena adanya
pembaruan hukum pidana dan pembaruan substansi yang ada dalam
undang-undang di luar KUHP dengan memahami terlebih dahulu konsep-
konsep yang ada yang telah dilakukan perubahan dan pembaruan oleh
negara lain. Mempelgjari KUHP negara lain diperlukan dalam rangka
melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atau kemungkinannya dilakukan
penerapan dari konsep yang berbeda dengan tetap memperhatikan politik
hukum dan budaya hukum Indonesia. Perbandingan hukum sebagai disiplin
hukum sekaligus sebagai cabang ilmu hukum, pada awalnya dipahami
sebagai salah satu metoda pemahaman sistem hukum, di samping sosiologi
hukum dan sejarah hukum. Ketiga metoda pemahaman sistem hukum

tersebut berkaitan erat satu dengan lainnya.*®

2) Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data

Dalam metode pengumpulan data, jenis data yang digunakan dalam
penelitian meliputi data yang diperoleh dari para ahli hukum pidana,
pembentuk undang-undang dan para akademisi dengan melakukan
wawancara sebagai data primer dan data yang diperoleh dari kepustakaan
sebagai data sekunder. Namun demikian, karena penelitian ini lebih bersifat
penelitian hukum normatif, maka febih dititikberatkan pada pengumpulan data
sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat menunjang.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah dikumpuikan
dari sumber primer berupa peraturan perundang-undangan (undang-undang
dan peraturan daerah) dan yurisprudensi. Sumber sekunder diperoleh dari
dokumen atau risalah pembahasan rancangan undang-undang (baik
pembahasan di lingkungan pemerintah maupun pembahasan di DPR),
sumber-sumber hukum negara lain, dan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah
lain baik bertaraf nasional maupun internasional, pendapat para ahli hukum,

%% Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 5
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dan ensiklopedia, serta situs ilmiah lain (di bidang hukum) yang diunduh
(download) dari internet.

Sumber data yang akan dikumpulkan dalam rangka penelitian di atas
meliputi peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana, antara
lain: KUHP; Undang-undang hukum pidana (undang-undang khusus
mengatur mengenai tindak pidana tertentu, baik materiel maupun formilnya);
Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana (undang-undang
administratif atau keperdataan, namun mengkriminalisasi perbuatan yang
sebelumnya bukan tindak pidana, kemudian dijadikan suatu perbuatan yang
dapat dipidana). Selain peraturan perundang-undangan, sumber data lain
adalah berupa tulisan atau karya ilmiah mengenai hukum pidana, hasil
pertemuan ilmiah yang membahas mengenai hukum pidana, dan risalah-
risalah rapat hasil pembahasan RUU KUHP, serta putusan pengadilan yang
terkait dengan perkara pidana, termasuk ensiklopedia dan bahan-bahan lain
yang diunduh dari internet. Putusan pengadilan diambil dari beberapa
pengadilan negeri yakni Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan
Negeri Cibinong, dan Pengadilan Negeri Situbondo. Kelima pengadilan di
atas cukup mewakili dilihat dari lokasi atau keberadaan pengadilan tersebut.

3) Analisis Data

Dari bahan data di atas, terlebih dahulu dihimpun berbagai peraturan
perundang-undangan yang memuat sanksi pidana sabagai bahan penelitian.
Dari materi tersebut, peneliti kemudian menyusun tabel berkenaan dengan
tindak pidana yang diancamkan dalam peraturan perundang-undangan.
Bahan hukum lainnya berupa putusan pengadilan berupa penjatuhan pidana
denda dan pidana penjara serta jumlah narapidana dalam Lapas juga
dibuatkan tabel. Hal ini untuk memudahkan peneliti melakukan analisis.
Penganalisisan dikaitkan dengan kebijakan penentuan pidana denda sebagai
bagian dari faw reform dan law development khususnya berkaitan dengan

pembaruan atau pembangunan sistem hukum pidana sebagaimana telah
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disebut dalam Bab terdahulu sebagai penal system reform/development
yang secara singkat disebut penal reform.

Pembaruan atau pembangunan sistem hukum pidana dapat meliputi
pembaruan substansi hukum pidana, pembaruan struktur hukum pidana, dan
pembaruan budaya hukum. Pembaruan pidana denda sebagai bagian dari
pembaruan atau pembangunan sistem hukum pidana, pendekatannya ke
arah model keadilan restoratif (resforative justice), antara lain, sebagai
sarana perbaikan para pihak (korban dan pelaku) dan perhatian pada
perbaikan kerugian sosial, dengan tetap mempertahankan
pertanggungjawaban pelaku. Selain pendekatan keadilan restoratif,
pendekatan kebijakan legislasi dalam pembentukan suatu undang-undang,
terutama mengenai penentuan pidana denda, akan dilakukan suatu tinjauan
terhadap proses pembentukan undang-undang, baik di lingkungan
pemerintah maupun di DPR-RI.

Pendekatan kebijakan legislasi di atas dimaksudkan untuk mengetahui
dan memahami latar belakang dan konsep penentuan pidana sebagai
kebijakan penentun pidana (criminal policy) yang diinginkan oleh pemerintah
dan rakyat (dalam hal ini diwakili oleh DPR-RI}. Tahap kebijakan legislasi di
atas dapat disebut sebagai tahap formulasi yang merupakan salah satu mata
rantai dari perencanaan hukum dan penegakan hukumnya dengan
melakukan perumusan secara konkret ketentuan pidananya. Tahap ini
merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari
proses konkretisasi pidana berikutnya yakni tahap penerapan pidana dan
tahap pelaksanaan pidana.

Terkait dengan pembaruan pidana denda, baik yang ditentukan dalam
KUHP, undang-undang di luar KUHP, dan RUU KUHP akan dicari hubungan
antara tahap formulasi dan keinginan pembentuk undang-undang dalam
kerangka tujuan pemidanaan, yakni apakah dengan pidana denda dapat
memberikan jaminan dalam mendukung tujuan pemidanaan atau sebaliknya
bahwa tujuan tersebut belum tercapai karena faktor-faktor lain. Misalnya

belum berjalannya sistem penegakan hukum dengan baik atau kondisi
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budaya hukum (kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum, dan
ilmu hukum pidana) belum tertanam secara merata dalam kehidupan
masyarakat.

Beberapa bahan atau substansi yang dapat dijadikan objek untuk
dianalisis, misalnya, 1) alasan dan dasar pertimbangan ditentukannya pidana
denda dalam undang-undang, baik untuk pidana alternatif maupun pengganti
atau ditentukan secara mandiri; 2) pengaturan mengenai pola dan ukuran
pemidanaan yang ditentukan dalam RUU KUHP; 3) kecenderungan
penentuan pidana denda oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan
dalam kerangka terwujudnya penegakan hukum (menegakkan undang-
undang yang dibuat); 4) kecenderungan adanya alternatif penyelesaian di
luar proses peradilan dalam kerangka pelaksanaan keadilan restoratif dan
kewenangan-kewenangan diskresi lain dari penegak hukum; 5) penerapan
pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana; dan 6)
pidana penjara sebagai pidana alternatif yang akhir-akhir ini dianggap kurang
populer karena berbagai permasalahan yang terkait dengan penerapannya.

Dilihat dari segi pembentukan suatu undang-undang, pengkajian
dilakukan juga dengan menganalisis materi-materi yang dibahas yang pada
umumnya tertuang dalam memori penjelasan (memorie van foelichting) atau
risalah rapaf anggota Tim. Data dari memori atau risalah rapat tersebut
sebagai bahan hukum sekunder, termasuk literatur yang mengupas atau
membahas mengenai pembaruan hukum pidana, khususnya mengenai

pengaturan jenis pidana denda dan ancaman pidana dendanya.

G. Asumsi
Dari penelitian di atas, terdapat beberapa asumsi dalam penulisan ini,
yakni:
a. Penetapan besarnya ancaman pidana denda dalam undang-undang
belum mengacu pada suatu pola atau pedoman fertentu dan belum

sepenuhnya mendasarkan pada falsafah pemidanaan.
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. Lembaga legislatif dan pemerintah dalam merumuskan sanksi pidana
belum sepenuhnya memahami falsafah pemidanaan, khususnya
mengenai pidana denda yang seyogyanya akan lebih efektif dan efisien
dibandingkan dengan pidana penjara, terutama pidana penjara di bawah
satu tahun atau pidana singkat serta pidana tertentu yang bermotifkan
harta benda atau ekonomi atau pelanggaran terhadap ketertiban umum
atau administratif yang tidak menimbulkan akibat yang membahayakan
orang atau barang.

. Penjatuhan pidana denda pada umumnya tidak menjadi pilihan prioritas di
pengadilan karena masih adanya kecenderungan menjatuhkan pidana
penjara atau kurungan.

. Sampai sejauh ini, penetapan pidana denda masih mengacu pada KUHP.
. Parameter penentuan pidana denda yang ditentukan dalam RUU KUHP
dapat dijadikan acuan terhadap pembentukan undang-undang di luar
KUHP dan peraturan perundang-undangan lain, termasuk dapat dijadikan
pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana.

. Dalam praktik, pidana denda belum pernah didakwakan terhadap
korporasi yang melakukan tindak pidana karena belum sepenuhnya
dipahami oleh penegak hukum mengenai korporasi sehagai subjek hukum
pidana dan prosedur penyelesaian perkaranya.

. Pidana denda dapat dijadikan bagian dari atau pelengkap penyelesaian
perkara dengan model keadilan restoratif dan restitutif, antara lain,
sebagai sarana perbaikan para pihak (korban dan pelaku) dan perhatian
pada perbaikan kerugian sosial, dengan tetap mempertahankan
pertanggungjawaban pelaku, termasuk model diversi yang dilakukan oleh

penegak hukum.
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H. Sistematika Penulisan

Dari gambaran latar belakang dan permasalahan di atas dan rencana

penelitian yang dilakukan, akan diuraikan ke dalam 5 bab sebagai berikut:

Bab |

berisi pendahuluan, yang terdiri atas beberapa sub bab yakni latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka teoritis, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

Bab Il berisi pembahasan mengenai pidana dan pemidanaan dalam pembaruan

Bab il

hukum pidana denda, tujuan pidana dan pemidanaan, politik hukum dan
hukum pidana, kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy)
yang membahas mengenai penal dan nonpenal, dan jenis-jenis pidana
serta subjek hukum pidana.

berisi uraian mengenai pidana denda dan implementasi pidana denda
yang membahas tentang pengaturan pidana denda di Indonesia dan
permasalahannya yang meliputi permasalahan pengaturan yang
ditenfukan dalam KUHP, undang-undang di luar KUHP, dan peraturan
daerah serta membahas mengenai permasalahan penerapan pidana
denda. Di samping itu juga dibahas mengenai hambatan implementasi
pidana denda dan melakukan referensi mengenai pidana denda di

beberapa negara.

Bab IV berisi harapan mengenai pidana denda pada masa mendatang dengan

Bab V

mengintrodusir substansi yang diatur dalam RUU KUHP dan RUU
KUHAP dan harapan-harapan lain yang terkait dengan prospeksi pidana
denda pada masa mendatang dan model keadilan restoratif yang telah
dianut berdasarkan hukum adat di Indonesia. Selain itu, berisi uraian
pidana penjara dan permasalahannya dikaitkan dengan pidana denda
sebagai alternatif dan pengganti pidana penjara, pola pidana denda,
serta harmonisasi peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan
pembaruan RUU KUHP.,

berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

Fkdkkkkkrkkk
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BAB Il
PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Sebelum menguraikan mengenai tujuan pidana dan pemidanaan, uniuk
lebih mudah memahami mengenai permasalahan yang akan dibahas melalui
beberapa literatur dan pandangan beberapa ahli, secara umum akan dipahami
terlebih dahulu mengenai istilah atau definisi mengenai pidana dan pemidanaan.
Penggunaan istilah pidana, orang awam telah memahami makna tersebut
sebagai hukuman. Istilah pemidanaan disamakan dengan penghukuman yang di
dalamnya juga meliputi makna penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan
hukuman pidana. Dalam RUU KUHP, istilah pidana dan pemidanaan tidak
dijelaskan perbedaannya, namun dapat dirasakan adanya perbedaan antara
keduanya. Penggunaan istilah pemidanaan digunakan terkait dengan proses.>
Dalam Pasal 54 dan Pasal 55 RUU KUHP, istilah pemidanaan digunakan untuk
menjelaskan makna yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan pedoman
pemidanaan. Istilah pidana digunakan untuk penentuan jenis-jenis pidana yang
meliputi jenis pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana
denda, dan pidana kerja sosial, serta pidana mati (sebagai pidana pokok yang
bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif), termasuk pidana
tambahan. Pemidanaan mempunyai makna yang lebih umum atau luas
dibandingkan dengan makna pidana yang hanya berkisar pada jenis hukuman.
Menurut Sudarto, pemidanaan itu sendiri adalah sinonim dengan istilah
penghukuman. Lebih lengkapnya sebagai berikut:®

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang
hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana sana, akan tetapi juga
hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana,

*® Dalam Penjelasan Pasal 54 RKUHP (2006/2008) disebutkan bahwa “pemidanaan merupakan suatu
proses”. Lebih lanjut dikatakan bahwa “Sebelum proses berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia
mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan
Eﬂidana terhadap tertuduh dalarn kasus tertentu”.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal.. 71
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maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman
dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim dengan pemidanaan
atau pemberian afau penjatuhan pidana oieh hakim. Penghukuman
dalam hal ini mempunyai makna sama dengan senfence atau
veroordeling.

Makna pidana itu sendiri mempunyai arti derita atau nestapa, yang oleh
Sudarte dikatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu.’! Dalam buku yang lain, Sudarto mengatakan bahwa pidana secara
tradisionil didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada
seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undamg."‘2
Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud
suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.®

Menurut Siman, pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan yang oleh
undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu
norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi sesecrang yang
bersalah.®® Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang
bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk
menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari
keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena
orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan
oleh negara.®

Makna pidana sering pula disinonimkan orang dengan istilah hukuman,
walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman dapat
digunakan orang di luar hukum pidana. Hukuman adalah penamaan umum bagi
semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang
dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk

pelanggaran hukum perdata, ganjarannya adalah hukuman perdata, demikian

5! Sudarto, Hikum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983, hal. 7

8 Opcit, Sudarto, Kapita Selekia Hukum Pidana, hal. 110.

5 Roeslan Saleh, Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1983, hal. 5

*pAF. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, {984, hal. 35

S Ibid, P.AF, Lamintang, hal. 34
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juga untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman
administrasi. Kadangkala orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai
sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai
sebagai ancaman atau risiko. Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna
negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa
pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang
berupa hadiah atau anygerah yang ditentukan dalam hukum.®® Di dalam
kehidupan sehari-hari, makna sanksi sering diartikan sebagai imbalan yang
negatif.

Dalam undang-undang, istilah sanksi kadangkala ditempatkan untuk
mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang
itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana
dalam satu bab atau bagian. Istilah "sanksi pidana” agak suiit 'dipahami jika
istilah sanksi diartikan sebagai "hukuman” karena akan bermakna "hukuman
pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman
sehingga menjadi "hukuman hukuman”. Sanksi atau sanction dalam bahasa
hukum Inggris diartikan “the penalty or punishment provided as a means of
enforcing obedience to law'.¥ Sanctie dalam bahasa Belanda diartikan
‘persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada
perjanjian”.®®

Makna pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana itu sendiri
karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana. Hukum pidana,
menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu
negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:%°

1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi

5 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua,

1993, hal. 878
7 Osborn’s Concise Law Dictionary, Edited by Leslie Rutherford and Sheila Bone, Eighth Edition, Sweet

& Maxwel, London, 1993
62 Wojowasito, Kamus Umum Belanda — Indonesia, Ichtiar Baru — Van Hoeve, Jakarta, 1978
% Mocljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993, hal. 1
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yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan
tersebut;

2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang
telah melanggar iarangan-larangan itu dapat dikenakan atau
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar
larangan tersebut.

Jan Remmelink menyatakan bahwa hukum pidana pertama-tama
digunakan untuk menunjuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan
syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak
untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang
merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam
artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang
juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana demikian mencakup:’®

1) perintah dan larangan atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-
organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan
(ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun
juga,

2) ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang
dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-
norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang
sanksi;

3) meneniukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar
larangan tersebut.

Herbert L Packer menyatakan bahwa hukum pidana, secara rasional,
bersandar pada tiga konsep yakni pelanggaran, kesalahan, dan pidana. Ketiga
konsep tersebut merupakan simbol dari tiga dasar substansi hukum pidana
yakni: (1) perbuatan apa yang harus ditentukan sebagai tindak pidana
(kejahatan); (2) ketentuan apa yang harus ditetapkan seseorang dapat diketahui
{(diduga) terkait dengan suatu tindak pidana; (3) apa yang harus dilakukan
terhadap seseorang yang diketahui terkait dengan tindak pidana.”

™ Opeit, Remmelink, hal. 1
' Opcit, Herbert L Packer, p. 17
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Untuk melengkapi makna-makna di atas, makna “tindak pidana” perlu pula
dikemukakan karena dalam pembahasan selanjutnya — di samping makna
pidana, hukuman, sanksi, dan hukum yang diuraikan di atas — makna “tindak
pidana” sering disebut. Dalam RUU KUHP, tindak pidana diartikan sebagai
perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana.

Dalam Pasal 11 RUU KUHP, makna tindak pidana dirumuskan secara
lengkap sebagai berikut;

(1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan
sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut
dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan,
harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan
hukum yang hidup dalam masyarakat.

(3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum,
kecuali ada alasan pembenar.

KUHP (WvS) membagi tindak pidana ke dalam dua bentuk atau kualifikasi
tindak pidana yaitu berupa kejahatan (ditempatkan dalam Buku II) dan
pelanggaran (ditempatkan dalam Buku |ll). Dalam KUHP itu sendiri tidak
dijelaskan mengenai makna tindak pidana, yang oleh orang Belanda disebut
sebagai "strafbaar feit' atau “delict’. Hazewinkel Suringa mengartikan sfrafbaar
feit (yang ditentukan dalam 13 strafbaarstelling) antara lain sebagai suatu
perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu
pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan
oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat
memaksa yang terdapat di dalamnya.”

Jan Remmelink mengartikan findak pidana dengan mengawali pernyataan
bahwa untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan

keadilan dan kemanusiaan, harus ada suaiu perbuatan yang bertentangan

2 D. Hazewinkel — Suringa, Inleiding tot De Studie van Het Nederlandse Strafrecht, H.D. Tjeenk Willink
B.V. Groningen, 1975, hal 25 — 26. Periksa pula rangkuman Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana
Indonesia, p. 172 - 173. ;
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dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan
pada syarat-syarat ini adalah bahwa yang bersangkutan harus merupakan
seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar).”

Berbagai cuplikan pendapat di atas pada dasarnya telah diserap oleh
pembentuk RUU KUHP yang dituangkan dalam substansi Pasal 11 RUU KUHP,
walaupun di dalamnya diperluas dengan tambahan satu frase yakni
“bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”, yang di dalam
penjelasan pasal diuraikan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang bertentangan dengan
hukum” adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai
perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Ditentukannya syarat bertentangan dengan hukum, didasarkan pada
pertimbangan bahwa menjatuhkan pidana pada seseorang yang
melakukan suatu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum dinilai
tidak adil. Oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana, hakim
selain harus menentukan apakah perbuatan yang dilakukan itu secara
formil dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan apakah
perbuatan tersebut secara materiil juga berientangan dengan hukum,
dalam arti kesadaran hukum masyarakat. Hal ini wajib
dipertimbangkan dalam putusan .

Pembentuk Undang-Undang dalam menentukan perbuatan yang dapat
dipidana, harus memperhatikan keselarasannya dengan perasaan
hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu perbuatan
tersebut nantinya tidak hanya berentangan dengan peraturan
perundang-undangan tetapi juga akan selalu bertentangan dengan
hukum. Pada umumnya setiap tindak pidana dipandang bertentangan
dengan hukum, namun dalam keadaan khusus menurut kejadian-
kejadian konkrit, tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut tidak
bertentangan dengan hukum. Dalam hal demikian pembuat tindak
pidana membukiikan bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan
hukum.

Sebelum menguraikan mengenai tujuan pidana dan pemidanaan, perlu
dikemukakan mengenai sistem aturan umum pemidanaan yang dianut RUU
KUHP yang tampaknya berangkat dari simbol yang dikemukakan Herbert L.
Packer di atas. Barda Nawawi Arif, salah safu anggota Tim RUU KUHP,
mengemukakan bahwa terdapat 3 masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu

B Opeit, Jan Remmelink, hal. 85
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"tindak pidana®, "pertanggungjawaban”, dan "pidana dan pemidanaan”, yang
masing-masing merupakan subsistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan
bangunan sistem pemidanaan.”™

Pidana, pada hakikatnya, merupakan alat untuk mencapai tujuan dan
bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu
undang-undang vyang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan
mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan
pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan
masyarakat dan perlindundangan/pembinaan individu pelakunya. Barda Nawawi
Arief menyatakan bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk
mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu
perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku
tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut
konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara
kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara fakitor objektif dan
faktor subjektif.”® Lebih lanjut dikatakan bahwa syarat pemidanaan bertolak dari
2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu "asas
legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan "asas kesalahan atau
asas kulpabilitas” (yang merupakan asas kemanusiaan).

Permasalahan pidana terkait dengan kebijakan mengenai penetapan
sanksi dan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Kebijakan penetapan sanksi
juga tidak terlepas dari masalah fujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal
(criminal policy) secara keseluruhan.

Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa
salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan
hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Namun demikian, tujuan yang
bagaimana yang ingin dicapai orang dengan suatu pidana itu, sampai sekarang

belum ferdapat kesamaan pendapat di antara para sarjana. Dalam praktik

™ Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana
Indonesia, Penerbit Pustaka, Semarang, 2007, hal. 26. Buku ini juga dijadikan acuan dan pedoman tim
perumus (tim kecil) penyusurnan RUU KUHP, 2005.

5 Barda Nawawi Aricf, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.
83
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pemidanaan di Indonesia, dapat diketahui bahwa pemikiran orang mengenai
pidana dan pemidanaan dewasa ini sedikit banyak masih dipengaruhi oleh
pemikiran-pemikiran pada beberapa abad yang lalu, walaupun sekarang ini
sudah mulai berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan
yang baru, terutama iimu kriminologi, dan adanya pembaruan-pembaruan dalam
sistem pemidanaan di berbagai negara.

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh pembentuk RUU KUHP
tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan
umum (generale preventie) terutama teori pencegahan umum secara psikologis
(psychologische dwang) dan pencegahan khusus (speciale preventie) yang
mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak
pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu
fagi karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga
pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Di dalam Rancangan KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai
berikut:

(1) Pemidanaan bertujuan:
a. mencegah dilakukannya tfindak pidana dengan menegakkan
norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
¢. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai
dalam masyarakat; dan
d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
(2) Pemidanaan tidak dlmaksudkan untuk menderitakan dan merendah-
kan martabat manusia.’

Ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang pada
umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau
telah melakukan pelanggaran pidana. Pemaksanaan secara psikologis tersebut

dapat dilakukan dengan cara memberikan ancaman-ancaman sanksi pidana

7 Pasal 54 RUU KUHP, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006/2008
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bagi mereka yang ternyata telah melakukan pelanggaran dan dengan cara
menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para pefanggarnya.’

Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu
harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang
harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan
dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara
psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat
melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa
asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan
pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan
menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada
setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa
suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.”

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut von Feurbach ada tiga hal yang
penting dikaitkan dengan pemidanaan:’®

e nulla poena sine lege (setiap penjatuhan pidana haruslah
didasarkan undang-undang);

s nulla poena sine crimine (suatu penjatuhan pidana hanyalah dapat
dilakukan jika perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan
suatu pidana oleh undang-undang),

e nullum crimen sine poena legali (perbuatan yang telah diancam
dengan pidana oleh undang-undang dan jika dilanggar dapat
berakibat dijatuhkannya pidana seperti yang diancamkan oleh
undang-undang terhadap pelanggarnya).

n Opeit, Jan Remmelink, hal. 605. Bandingkan dengan Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan
Indonesia dan P.AF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, menjelaskan
bahwa menurut Anselm von Veuerbach tujuan yang- terutama dari hukum pidana itu adalah memaksa
penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bersifat
melanggar hukum. Pemaksanaan secara psikologis tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan
ancaman-ancaman hukum bagi mereka yang ternyata telah melakukan pelanggaran dan dengan cara
menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para pelanggarnya.

8 p A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983 hal.127-128

? Opcit, Jan Remmelink, hal. 605 yang menyebut adanya adagium “nuflum delictum, nulla poena sine
praevia legi poenali. Lihat pula Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, hal. 134 -135 dan P.AF. Lamintang,
Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, hal.127-128
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Berdasarkan tiga hal tersebut, von Feuerbach mengharapkan bahwa orang akan
menahan diri untuk melakukan pelanggaran hukum atau dengan kata [ain
ketentuan di atas dapat berfungsi sebagai sarana yang dapat mencegah secara
umum (generale preventie).

Dari teori di atas, beberapa pandangan para ahli mengenai pemidanaan
dapat dijadikan bahan untuk memperbandingkan pendapat mengapa
pemidanaan masih diperiukan. Jan Remmelink mengatakan bahwa “kita harus
mengakui bahwa kadar keseriusan pelaku, sifat perilaku yang merugikan atau
membahayakan, termasuk situasi kondisi yang meliputi perbuatan tersebut,
memaksa kita menarik kesimpulan bahwa sistem-sistern sanksi lainnya (perdata
dan administratif, penulis), demi alasan feknis murni, kurang bermanfaat untuk
menanggulangi atau mencegah dilakukannya tindakan kriminal”.®® Namun
demikian, Remmelink mengingatkan bahwa “pidana adalah dan akan tetap harus
dipandang sebagai uffimum remedium. Dalam hal ini, tidak dapat diharapkan
bahwa hukum pidana harus mengisi seluruh kekosongan yang ada.

Muladi mengemukakan bahwa dewasa ini masalah pemidanaan menjadi
sangat kompieks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-
faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat
operasional dan fungsional®' Dengan demikian, diperlukan pendekatan multi
dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang
menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat
sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk
memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat memenuhi
fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh
tindak pidana (individual and social damages).%? Tujuan pemidanaan bertolak
dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem
yang bertujuan (‘purposive system”atau “teleological system”) dan pidana hanya

merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka RUU KUHP merumuskan

% Ibid, Jan Remmelink, hal. 27-28

¥ Opcit, Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, hal. 53. Pendapat ini sebagaimana telah dikutip penulis
dalam bab sebelumnya sebagai dasar teori pemidanaan.

%2 Ibid, Muladi, hal. 53 - 54
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tujuan pemidanaan yang berfolak pada keseimbansgan dua sasaran pokok, yaitu
“perlindungan masyarakat” (general prevention) dan "perlindungan/pembinaan
individu" (special prevention).®® Indriyantc Seno Adji menyatakan bahwa tujuan
pemidanaan yang integratif sangat memiliki relasi yang ketat dengan pidana
denda apabila dilihat dari salah satu tujuannya adalah “balances” antara
individual dan social damages di satu sisi dengan resosialisasi dan pelaku di sisi
lainnya. Hal initah yang nantinya harus dibuktikan apakah pidana denda dapat
efektif dikaitkan dengan keseimbangan antara individual dan social damages
sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam bab sebelumnya.®

Antony Duff dan David Garland mengemukakan bahwa tujuan penal
adalah termasuk di dalamnya retribusi (refribution), penjeraan (deferrence),
perbaikan  (reform), penghukuman (denunciation-/‘condemnation), dan
kekurangmampuan/pembatasan untuk bertindak melakukan kejahatan lagi
(incapacitation) atau perlindungan masyarakat (social defence).®® Kelima tujuan
tersebut sampai sekarang masih menjadi perdebatan dalam filsafat pemidanaan.

Herbert L. Packer, setelah mengkaji mengenai ketiga pandangan, yakni
pandangan retributif, utilitarian, dan behavioral, merinci teori yang berusaha
memberikan pembenaran pemidanaan yakni Infegrated Theory of Criminal
Punishment yang meliputi:®®

1} retribution,

2) utilitarian prevention;,

3) special deterrence (intimidation);

4) behavioral prevention {incapacitation),
5) behavioral prevention (rehabilitation).

Pandangan retribution (pengimbalan/pembalasan), menurut Packer, didasarkan
atas gagasan bahwa terhadap kejahatan dapat dibenarkan untuk dipidana,

sebab manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia harus menerima

% Keterangan Pemerintah yang disertakan pada RUU KUHP yang diserahkan kepada Presiden. Keterangan
gemerimah merupakan rangkuman dari Penjelasan Umum RUU KUHP,

Catatan Indriyanto Seno Adji dalam salah satu bimbingan penyusunan disertasi.
8 Opcit, Antony Duff and David Garland, p. 16. dalam bagian lain, dikatakan bahwa yang ideal adalah
bahwa pemidanaan harus berorientasi ke depan (forward looking) yakni mengacu kepada cara yang lebih
edukatif atau komunikatif yang pada umumnya mempunyai sifat pencegahan (hal. 8).
% Opcit, Herbert L. Packer, p. 37 — 61
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ganjaran yang selayaknya. Pandangan ini dapat dibagi atas dua bagian utama,
yakni teori pembalasan (revenge theory) dan teori penderitaan dan penebusan
dosa (expiation/atonement theory). Pidana dianggap sebagai pembalasan atas
perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari
individu pelakunya, misalnya melalui lembaga lex falionis dengan pembalasan
yvang setimpal (mati dibalas mati). Pidana dianggap penebusan dosa dilakukan
dengan cara membuat si pelaku kejahatan mengalami penderitaan tertentu
sehingga ia merasa terbebas dari rasa berdosa dan bersalah.

Pandangan utilitarian ini dapat dianggap sebagai reaksi terhadap
pandangan klasik yang bersifat retributif. Pandangan kedua ini melihat
punishment sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan.
Premisnya adalah bahwa pemidanaan sebagai derita bagi terpidana, hanya
dapat dianggap sah jika terbukti dengan dijatuhkannya pidana, penderitaan itu
memang lebih baik daripada tidak dijatuhkan pidana, khususnya dalam rangka
menimbulkan efek pencegahan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Teori ini,
sebagaimana Packer sebutkan, bahwa gagasan deferrence sebagai sebuah
model dari pencegahan sering dikritik atas dasar psikologis. Para penjahat,
menurut pendapat ini, tidak akan merenungkan tentang akibat hukum sebelum
mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan kejahatan atas dorongan
nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Contoh, seorang aktor yang hedonistik dan
rasional yang benar-benar sempurna dengan fujuan memaksimalkan
kesenangan dan meminimalkan kesakitan akan berpikir sampai seberapa jauh ia
akan dapat untung melakukan hal itu dan seberapa jauh ia tahan menderita
kerugian jika tertangkap dan seberapa jauh ia dapat meluputkan diri dari hal itu.

Para kritikus psikologis menolak realitas model ini karena kemungkinan
pembunuhan terjadi bukan karena mencari keuntungan, melainkan karena nafsu,
maka pidana yang dijatuhkan harus berbeda jika seseocrang membunuh karena
memperoleh keuntungan dan membunuh karena nafsu. Jadi, ancaman hukuman
terhadap tingkah laku yang dikendalikan oleh motivasi bawah sadar. Pada
tingkat ini, ancaman menjadi lebih sedikit dan menciptakan pola-pola

penyesuaian tingkah laku secara rasional.
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Dalam special deterrence (pencegahan khusus), efek pencegahan dari
pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sefelah pemidanaan dilakukan
sehingga terpidana tidak akan lagi melakukan kejahatan serupa pada masa
mendatang sehingga teori ini dapat juga disebut teori penjeraan. Teori ini oleh
Packer disebut dengan infimidation theory. Teori ini memandang bahwa
pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental terpidana.
Sekali seseorang dijatuhi pidana, selanjutnya secara mental ia akan
terkondisikan untuk menghindari perbuatan serupa yang ia ketahui akan dapat
atau mungkin dapat menyebabkan ia dipidana lagi. Jadi, jika seseorang telah
merasakan rasa sakitnya hukuman, maka orang tersebut akan berusaha untuk
menghindari perbuatan jahat pada masa mendatang karena ia sudah
mengetahui akibat dari hukuman.

Salah satu kritikan dari teori ini adalah berkaitan dengan masalah
residivis. Secara empirik, masih banyak angka residivis sehingga arti intimidasi
tidak begitu tampak. Namun demikian, intimidasi tetap bermanfaat dalam
masalah pencegahan kejahatan. Hal ini dikarenakan: 1) tidak diketahui secara
pasti seberapa tinggi angka residivis akan tercapai jika atau seandainya tidak
ada pemidanaan terhadap kejahatan; 2) fakta perbuatan jahat itu sendiri sudah
merupakan satu bentuk hukuman, terutama bagi warga negara yang patuh
kepada hukum. Mereka yang berbuat jahat cukup menjadi stigma untuk tidak
berbuat lagi pada masa mendatang.

Kritik yang lain adalah tentang efek hukuman yang kejam terhadap
pelaku. Gabungan pengaruh buruk kelompok tahanan (napi) dalam penjara
dengan perasaan kepahitan, kebencian, dan keinginan untuk balas dendam,
maka perasaan yang timbul oleh intimidasi akan sirna atau hilang. Hukuman
yang diderita bisa saja merupakan pencegahan bagi orang lain, tetapi bagi
penjahat itu sendiri tidak ada artinya. Intimidasi menimbulkan dilema, hukuman
yang mencerminkan konflik di antara alasan-alasan yang sama yang bertujuan
untuk mencegah kejahatan. Hukuman harus sedemikian rupa beratnya sehingga

cukup untuk mencegah orang lain berbuat jahat, tetapi tidak boleh terlalu berat
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sehingga orang yang dihukum berubah menjadi makhluk yang anti sosial dari
sebelumnya.

Pidana penyekapan {(behavioral prevention: incapacitation) sebagai
sesuatu yang harus dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat lagi
melakukan atau meneruskan anti sosialnya, artinya dengan dijatuhi pidana,
maka yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan
kejahatan. Hukuman ini dikenal juga sebagai isolasi. Masyarakat juga menganut
gagasan bahwa pelanggar harus diisolasi dari anggota yang sah agar tidak
mengotori hukum dan sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan atau
sasaran kejahatan mereka. Prinsip isolasi ini adalah daya besar di belakang
mefode penyekapan dan pengasingan dari lembaga pemasyaratakat (Lapas)
yang diwujudkan dalam susunan benteng dan tindakan keamanan yang ketat.
Saat ini, hasrat mengasingkan pelaku sering diwujudkan dalam komunitas tetap
dalam lokasi Lapas.

Dalam behavioral prevention (rehabilifation), pemidanaan dilakukan untuk
memudahkan dilakukannya pembinaan. Pembinaan itu sendiri ditujukan untuk
merehabilitasi terpidana sehingga ia dapat mengubah kepribadiannya agar
menjadi orang baik yang taat pada hukum di kemudian hari. Jika diperhatikan,
seperti teori incapacitation, teori rehabilitasi ini lebih berorientasi kepada
pelanggar daripada pada pelanggarannya itu sendiri. Pentingnya sifat
pelanggaran itu hanya dalam rangka menentukan apa yang diperlukan dalam
rangka merehabilitasi terpidana.

Dari uraian di atas, Packer kemudian mengajak untuk memahami
mengenai teori pemidanaan terpadu yang ia tawarkan yang dengan singkat
dikatakan bahwa pemidanaan itu perlu namun tidak mencukupi untuk mencegah
seseorang melakukan kejahatan, dan merupakan kondisi yang perlu, tetapi tidak
cukup memadai bagi pemidanaan karena untuk menjatuhkan pidana diperiukan
adanya kesalahan pelaku.’

Jeremy Bentham mengatakan bahwa:

¥ Ibid, Packer, p. 28
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“all punishment is in itself evil because it inflicts suffering and pain, but
if it can be shown that the pain inflicted is in some way preventing or
excluding some greater pain, thus it is useful in achieving grealer
aggregate of pleasure and happiness..”®

Dari pendapat Jeremy Bentham tersebut, Harkristuti Harkrisnowo berharap
bahwa setiap kali mempersoalkan masalah pemidanaan, harus dipahami
mengenai konsep pemidanaan itu sendiri dan falsafah pemidanaan. Namun
sejauh mana falsafah pemidanaan ini dapat dipahami, hal ini merupakan
masalah tersendiri.®® Dari Kaum konsekuensialis, Harkristuti lebih lanjut
berpendapat bahwa adanya pidana dibenarkan apabila pidana itu membawa
kebaikan, pidana mencegah kejadian yang lebih buruk, dan tidak ada alternatif
lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya (atau buruknya). %

Mengenai perlunya sanksi pidana dan pembenaran pidana, Herbert L.

Packer, menyimpulkan antara lain sebagai berikut;®’

a. sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup,
sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (the
eriminal law sanction is indispensible, we could nor, now or in the
foreseable fufure, without if),

b. sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia,
yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan
segera serta untuk menghadapt ancaman-ancaman dari bahaya
(the criminal law sanction is the best available device we have for
dealing with gross and immediate harms and threats of harm);

c. sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau
terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari
kebebasan manusia. la merupakan penjamin apabila digunakan
secara hemat-cermat dan secara manusiawi; merupakan
pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara
paksa (the criminal sanction is at once prime guarantor and prime
threatener of human freedom. Used providently and humanely it is
guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener).

Pendapat Herbert L. Packer di atas merupakan pendapat yang rasional dan
sekaligus mengingatkan kepada pembentuk undang-undang untuk tidak

8 Harkristuti Harkrisnowo, Pemidanaan dalam Retrospek: Menyimak R-KUHP, Sosialisasi R KUHP,
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

% Ibid, Harkristuti

% Lihat pula Antony Duff & David Garland, hat. 6-8.

ol Opecit, Herbert L. Packer, hal. 364-366
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menghambur-hamburkan pidana sebagai salah satu alat pencegahan
(prevention) dan/atau alat pembalasan (retribution).

Usaha pembentuk undang-undang yang mencantumkan sanksi pidana
pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.
Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.
Dilthat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian
kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.®

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan pula
bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
politik dan kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan
penegakan hukum. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada
umumnya dapat menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu
benar-benar akan ditaati orang. Pembeda dengan hukum yang lain adalah
bahwa hukum pidana memberikan penderitaan yang bersifat khusus datam
bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran
terhadap keharusan atau kewajiban atau larangan yang ditentukan di dalamnya.

Adanya penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk pidana telah
mengakibatkan hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri di antara hukum-
hukum yang lain, yang menurut pendapat para sarjana, hukum pidana itu
dipandang sebagai ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir yang harus
dipergunakan untuk memperbaiki tingkah laku manusia.®® Van Bemmelen
menyatakan bahwa hukum pidana itu mempunyai tempat tersendiri dibandingkan
dengan hukum yang lain karena negara diberi kekuasaan untuk menimbulkan
penderitaan dengan sengaja.’® Wajar jika orang menghendaki agar hukum
pidana itu di dalam penyusunan (pembentuk undang-undang) dan penerapannya
harus disertai dengan pembatasan yang ketat, dalam arti yang rasional dan

proporsional.

2 Opcit, Barda Nawawi Arief, Bunga Ranpai Kebijakan HukumPidana, hal. 26

* Opcit, P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, hal. 16-17.

Hvan Bemmelen, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiel Bagian Umum, Bina Cipta, Cetakan Pertama,
1984, hal. 13
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Sebagai ultimum remedium, harus disadari bahwa selain memperhatikan
hal di atas, pembentuk undang-undang juga harus mempertimbangkan
mengenai perbuatan yang akan dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang
sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Pada saat pembentuk
undang-undang menetapkan adanya sanksi pidana dalam suatu undang-
undang, maka kebijakan penentuan pidana tersebut tidak terlepas dari kebijakan
penghilangan kemerdekaan atau pembebanan hak seseorang yang langsung
terkait dengan hak asasi manusia (HAM) yang dilegalisasi.

Terkait dengan kebijakan penghilangan kemerdekaan atau pembebanan
hak seseorang (berupa pidana denda) di atas, maka tahap penetapan atau
penentuan pidana harus terlebih dahulu direncanakan dan dipikirkan secara
matang dan rasional. Perencanaan tersebut pada dasarnya merupakan salah
satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial, yakni usaha-usaha yang
rasional untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik
kriminal (criminal policy).?® Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah
perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut
dengan berbagai istilah, misalnya, kebahagiaan warga masyarakat (happines of
the citizens), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (a wholesome and
cultural living), kesejahteraan masyarakat (social welfare), atau mencapai
keseimbangan (equality).?® Dalam buku yang lain, Barda Nawawi mengatakan
bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik
pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.
Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.
Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga
merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum

pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan

» Opcit. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejohatan dengan Pidana

Penjara, hal. 31
* Summary report dari 34 th. International Training Course yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo,
1973.
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hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (faw
enforcement policy).*

Hal yang terkait dengan kebijakan di atas adalah penentuan suatu
perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan yakni melakukan
kriminalisasi atau penalisasi terhadap perbuatan tertentu. Apakah penentuan
pidana termasuk pula penentuan dekriminalisasi dan depenalisasi dalam suatu
undang-undang? Dekriminalisasi adalah suatu proses legislatif yang mengubah
perbuatan tertentu menjadi sah (fawful) yang sebelumnya dilarang oleh hukum
pidana. Depenalisasi diartikan suatu proses legislatif di mana pelanggaran
pidana itu diubah menjadi hal-hal yang ditangani badan-badan administratif
ataupun badan-badan perdata dan hukuman-hukuman itu diganti dengan
“remedies” yang sifatnya adalah nonpidana.®® Perkembangan hukum dalam
masyarakat mengikuti perkembangan tingkah laku masyarakatnya sehingga
hukum kadangkala menyesuaikan diri. Hal yang terakhir ini harus diperhatikan
oleh pembentuk undang-undang sebagai penentu kebijakan, terutama kebijakan
penentuan suatu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Jika pembentuk undang-undang menentukan suatu perbuatan itu sebagai
tindak pidana, maka dengan sendirinya di dalamnya akan ditentukan adanya
sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan yang ditentukan sebagai tindak
pidana dalam rangka menegakkan undang-undang dimaksud. Penentuan pidana
dari akibat kriminalisasi perbuatan, Mardjono Reksodiputro mengingatkan bahwa
kriminalisasi dalam ilmu hukum pidana selalu berkaitan dengan kerugian pada
pihak lain sehingga perlu diuji dengan sejumiah asas, yakni:*°

a. asas masuk akalnya kerugian yang digambarkan oleh perbuatan
tersebut (dapat mempunyai aspek moral, tetapi seharusnya
merupakan “public issues”);

*? Opcit, Barda Nawawi, Bunga Rampai, hal. 26

*® Oemar Seno Adjie, Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi,
Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modemnisasi, Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Surabaya 25-27 Februari 1980, diedarkan oleh
Binacipta, hal. 124

* Mardjono Reksodiputro, Meninjau RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam
KonteksPerlindungan HAM, Disampaikan dalam Diskusi Panel Ahli yang diselenggarakan oleh Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1 November 2001
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b. asas toleransi terhadap perbuatan tersebut (penilaian atas
terjadinya kerugian, berkaitan erat dengan ada atau tidaknya
toleransi; toleransi didasarkan pada penghormatan atas
kebebasan dan tanggung jawab individu);

c. asas subsidiaritas (sebelum perbuatan dinyatakan sebagai tindak
pidana, perlu diperhatikan apakah kepentingan hukum yang
terlanggar oleh perbuatan tersebut masih dapat dilindungi dengan
cara lain; hukum pidana hanya uftimum remedium);

d. asas proporsionalitas (harus ada keseimbangan antara kerugian
yang digambarkan dengan batas-batas yang diberikan oleh asas
toleransi, dan dengan reaksi atau pidana yang diberikan};

e. asas legalitas (apabila asas pada huruf a sampai d) telah
dipertimbangkan, masih perlu dilihat apakah perbuatan tersebut
dapat dirumuskan dengan baik hingga kepentingan hukum yang
akan dilindungi, tercermin dan pula jelas hubungannya dengan
asas kesalahan — sendi utama hukum pidana);

f. asas penggunaannya secara praktis dan efektivitasnya (ini
berkaitan dengan kemungkinan penegakannya serta dampaknya
pada prevensi umum)

Asas-asas di atas harus dapat dijadikan pedoman bagi pembentuk undang-
undang hukum pidana (KUHP dan undang-undang di luar KUHP) apakah
penentuan pidana terhadap suatu kriminalisasi perbuatan telah memenuhi politik
kriminal yang rasional dan menghormati kebebasan dan tanggung jawab
individu, yang sekaligus berfujuan melindungi masyarakat.

Roeslan Saleh mengingatkan kepada pembentuk undang-undang bahwa
seharusnyalah dapat menentukan secara umum Syarat-syarat apakah yang
harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat ditetapkan sebagai tindak pidana.
Tetapi justru hal inilah yang sulit dan belum dapat dirumuskan oleh pembentuk
undang-undang. Untuk menetapkan itu haruslah ditegaskan pula terlebih dahulu
tujuan apakah yang akan dicapai oleh pembentuk undang-undang dengan
menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.'™  Secara singkat
dikatakan bahwa apakah yang akan dicapai dengan hukum pidana jika tujuan
dari hukum pidana dan pidana masih dimaknai berbeda-beda. Hal ini dapat
mengakibatkan bahwa pembentuk undang-undang akan menghadapi kesulitan

1% Roeslan Saleh, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungan Jmwab Pidana, Makalah dalam Lokakarya
“Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Buku [, Badan Pembinaan Hukum Nasional,
1984, hal. 47
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untuk menetapkan secara pasti apakah bentuk-bentuk kelakuan itu akan
dinyatakan sebagai tindak pidana.

Muladi berpendapat bahwa pembentuk undang-undang di luar KUHP,
dalam menyusun ketentuan pidana, tidak mendasarkan pada filosofi dan asal
melakukan kriminalisasi. Pembentuk undang-undang sering menentukan pidana
itu hanya sebagai pembalasan dan tidak melihat Buku | KUHP sehingga dalam
penyusunannya tidak mendasarkan pada prinsip. Mereka mengaiami crisis of
prinsiple atau krisis terhadap asas-asas pemidanaan dan krisis filosofis. Pasal
12 KUHP banyak dilanggar. Pidana kurungan juga cenderung tidak diterapkan,
padahal pidana tersebut mempunyai filosofis yang tinggi. Akibat penentuan
pidana di atas, terjadi over criminalisation, yang pada umumnya menunjukkan
adanya masyarakat yang sedang sakit yang sediki-sedikit membebani dengan
hukum pidana yang dianggap bahwa pidana itu sebagai obat yang paling
mujarab. Padahal pidana adalah obat yang terakhir, terutama terhadap tindak
pidana administratif atau pelanggaran, misalnya masalah pajak, perizinan, yang
jika masih bisa diatasi dengan sanksi lain, jangan digunakan pidana. Over
criminalisation tidak hanya mencantumkan pidana (kriminalisasi) yang banyak,
tetapi juga mencantumkan jumlah ancaman pidana yang besar dan tinggi. Hal
ini dapat dikatakan merupakan penyalahgunaan sanksi pidana.'"’

Kebijakan penentuan pidana dalam undang-undang dan tujuan penentuan
pidana dalam sistem hukum di Indonesia terkait dengan pemahaman "“fegal
punishment' (hukuman legal) yakni suafu penentuan pidana yang dilegalkan
melalui lembaga yang berwenang menentukan sanksi pidana dalam undang-
undang sebagai suatu kebijakan. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana
suatu hukuman legal dapat dibenarkan? Orang lain juga mungkin bertanya,
pertanyaan apa lagi yang perlu dijawab, karena hukuman legal adalah sah
menurut hukum, sehingga tidak perlu lagi dipersoalkan. Pertanyaan yang terakhir
ini memang selesai sampai di sini, namun bukan itu yang dikehendaki oleh orang
yang selalu berpikir mencari kebenaran dan pembenaran dengan mendasarkan

pada teori tertentu, walaupun legal, perlu dicarikan dasar pembenarannya. Hal

%! Hasil wawancara dengan Prof. Muladi di Lemhannas, Jakarta, pada tanggal 23 Mei 2008.
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ini penting untuk memberikan alasan yang rasional mengenai perlunya suatu
hukuman (pidana) dalam suatu undang-undang.

Plato sendiri, dalam bukunya “Politea” menyatakan bahwa “tidak pernah
dibenarkan melukai siapa pun dan kapan pun".'® Konsekuensinya, hukuman
tidak pernah bisa dibenarkan, atau jika hukuman itu harus dijatuhkan atas
seseorang, perlu dikemukakan dasar pembenaran yang kukuh. Dapatkah alasan
semacam itu ditemukan?

Jika pernyataan Plato tersebut dibalik dengan pertanyaan, bagaimana jika
ada seseorang yang melukai orang lain? Apakah pelaku perlu diberikan sanksi?
Sanksi apa yang sesuai dan jenis apa yang diberikan? Pertanyaan tersebut
harus dikaitkan dengan hukuman legal yang dibentuk oleh pejabat yang
berwenang.

Hukuman legal yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini
undang-undang yang di dalamnya dicantumkan pidana oleh pembentuknya,
berangkat dari kehendak masyarakat itu sendiri (volunte generale). Sebuah
masyarakat tanpa hukum, pada akhirnya bukanlah masyarakat yang
sesungguhnya. Pada bagian awal confract social yang dikemukakan oleh
Rousseau bahwa kehendak umum ini perlu dipahami sebagai otoritas final dalam
semua keputusan mengenai hukum dan dengan demikian diberi pengertian yang
sangat demokratis dan tidak terbatas.'®® Dalam paragraf selanjutnya mengenai
kontrak sosial, Rousseau mengemukakan bahwa "ketetapan kehendak dari
semua warga negara merupakan kehendak umum dan berkat kehendak
tersebut, mereka menjadi warga negara dan bebas. Ketika undang-undang
digjukan untuk dibahas dalam parlemen, maka undang-undang yang dibahas
tersebut harus selaras dengan kehendak umum, yang merupakan kehendak
mereka. Rousseau telah mencari dasar pembenaran dari pidana dengan
teorinya “kontrak sosial”’, yakni dengan mengorbankan sebagian kecil dari
kebebasannya kepada negara agar mereka itu dengan memperolah

perlindungan dari negara dapat menikmati sebagian besar dari kebebasan-

%2 Opcit, Yong Ohoitimur, Teori Etika tentang Hukuman Legal, hal. 6
1% Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum, Perspektif Historis, Nuansa dan Musamedia, Bandung, 2004,
hal. 155-156
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kebebasannya. Beccaria telah mencari dasar pembenarannya pada kehendak
yang bebas dari warga negara yang telah mengorbankan sebagian kecil dari
kebebasannya kepada negara.'®

Ada beberapa teori yang selama ini mendasari pembentuk undang-
undang, sebagai pengaruh lebih lanjut dari teori kontrak sosial di atas, mengapa
suatu undang-undang perlu ditegakkan dengan mencantumkan suatu pidana,
salah satunya adalah teori tujuan atau teori relatif {doeftheorien). Teori tujuan
adalah teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu
semata-mata pada tujuan tertentu yang berupa tujuan memulihkan kerugian
yang ditimbulkan oleh kejahatan dan fujuan mencegah agar orang lain tidak
melakukan kejahatan.'®®

Teori fujuan ini merupakan perkembangan teori sebelumnya yakni teort
absolut atau pembalasan (vergeldingstheorien). Teori pembalasan ini muncul
pada akhir abad ke 18, dianut antara lain Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak,
dan Kohler yang mendasarkan pada filsafat Katolik."® Hukum Islam tampaknya
juga menganut teori pembalasan dengan maksud sebagai pencegahan dan
pembinaan, misalnya, gishash (balasan yang setimpal).'”’

Perlu tidaknya pidana, dapat juga dipijakkan pada teori retributivisme dan
teori utilitarisme. Pandangan pertama dikemukakan oleh Emmanuel Kant dan
Hegel sebagai tokoh retributvis yang paling berpengaruh. Pandangan kedua
dikemukakan oleh Jeremy Bentham sebagai tokoh utilitaris atau konsekuensialis.

Retributivisme sebagai teori yang mendasari perlunya hukuman atau
pidana mengatakan bahwa hukuman diberikan karena pelaku harus menerima
hukuman demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi
kerugian yang sudah diakibatkan. Demi alasan itu, hukuman dibenarkan secara
moral. Dalam bukunya Philosophy of Law, Emmanuel Kant mer;gatakan bahwa
hukuman tidak pernah dapat diberikan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan
yang lain baik menyangkut si penjahat sendiri maupun masyarakat. Dalam

"% Opeit, P.AF. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, hal. 12

195 1bid, P.AF. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, hal 11-12. lihat juga Andi Hamzah, Sistem
Pidana dan Pemidanaan Indonesia, hal. 25-26

'% Ibid. Lamintang, hal. 13

"7 Opcit, Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, hal. 69
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segala situasi, hukuman dapat dijatuhkan atas seseorang hanya karena si
individu terhukum terbukti melakukan suatu kejahatan.'® Tidak adil jika
membiarkan penjahat tidak dihukum karena penderitaan yang sudah disebabkan
atas seseorang harus dibayar dengan retribusi berupa hukuman. Hukuman
adalah ganjaran terhadap perbuatan jahat yang sudah dilakukan. Teori retributif
ini terkesan dengan atau bertalian erat dengan tindakan balas dendam. Hal ini
memang tidak dapat dipungkiri karena tidak seorang pun dapat dihukum jika
tidak patut dijatuhi hukuman, dan sebaliknya, ia patut dihukum karena ia telah
bertindak salah melanggar hukum. Bandingkan juga dengan pendapat Antony
Buff dan David Garland mengenai teori konsekuensialisnya yang mengatakan
bahwa tindakan atau praktik yang benar atau salah tergantung semata-mata
pada keseluruhan konsekuensinya.®

Sebagai teori yang membenarkan perlunya hukuman, tidak lain agar
terwujud keadilan hukum dengan maksud agar terdapat keseimbangan antara
perbuatan dan kerugian yang ditimbulkannya. Jadi ada keseimbangan antara
hukuman dan kerugian yang diderita seseorang. Prinsip utama yang melandasi
teori retributif tampak dari adanya unsur pembalasan masyarakat, perasaan
sangat marah dari korban, kejujuran dan adil bagi mereka yang taat pada
hukum, dan asas keseimbangan antara pidana dengan sifat kejahatan yang
telah terjadi. Dalam teori retributif merinci alasan-alasan dijatuhkannya hukuman
sebagai berikut; 1

1) bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas
dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan
keluarganya. Perasaan dimaksud tidak dapat dihindari dan adanya
perasaan dimaksud tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh:
tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut vindicative;

2) pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku
kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap
ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan
dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya.
Tipe retributif ini disebut faimess;

1% Emmanuel Kant, Philosophy of Law, Terjemahan W. Hastie, Edinburg, 1997, hal. 195. bandingkan juga
Yong Oheitimur, Teori Etika tentang Hukuman Legal, hal. 7

" Opeit, Antony Duff & David Garland, A Reader on Punishment, p. 6

"'® Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995,

hal. 83.

62

Pembaruan pidana..., Suharyono AR, FH Ul, 2009.




3) pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan
antara apa yang disebut dengan the gravity of the offence dengan
pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan
proportionality. Termasuk ke dalam kategori “the gravity” tersebut
adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk
sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik dilakukan dengan
sengaja maupun karena kelalainnya.

Pada hakikatnya pidana bertujuan, selain melakukan perlindungan
terhadap masyarakat, juga melakukan pembalasan atas perbuatan yang
bertentangan dengan hukum. Di samping itu, pidana diharapkan sebagai suatu
proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam
masyarakat.

Jeremy Bentham (1748-1832) sebagai pencetus teori “kemanfaatan”
(utilitarianisme) mengatakan bahwa hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan
dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan."' Teori ini secara analogi
diterapkannya pada bidang hukum, Baik buruknya hukum harus diukur dari baik
buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan
hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkkan dari
penerapannya adalah kebaikan, Kkebahagiaan sebesar-besarnya, dan
berkurangnya penderitaan. Sebaliknya, dinilai buruk jika penerapannya
menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar
penderitaan. Bagi pengembangan hukum, teori ini akan sangat bermanfaat bagi
kegiatan evaluasi hukum, vaitu untuk mengukur kualitas dari suatu peraturan
perundang-undangan, khususnya mengukur sejauh mana pidana yang
ditentukan dalam suatu undang-undang sesuai dengan ukuran yang terpola dan
sejauh mana ukuran tersebut diterapkan oleh pengadilan yang dianut secara
konsisten dan konsekuen.

Teori kemanfaatan yang salah satunya menyatakan bahwa hukuman itu
memberikan kepuasan baik kepada korban maupun kepada orang-orang lain,
tampaknya juga mewarnai Rancangan KUHP yang dituangkan ke dalam tiga

ULty Rasjidi dan 1.B. Wiyasa Putra, Hukum sebagai suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.
116
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butir, yakni butir b, ¢, dan d Pasal 54'? sebagaimana telah disebutkan di atas.
Kemanfaatan tersebut diperkuat dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan
bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan
martabat manusia.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli hukum pidana terkait dengan
perlu tidaknya hukum pidana dan tujuan yang hendak dicapai dengan
menggunakan paksaan pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang,
tidak semata-mata ditujukan kepada pelaku atau calon pelaku, tetapi juga untuk
mempengaruhi warga masyarakat yang menaati hukum. Namun demikian,
penggunaan paksaan tersebut dalam penyusunan undang-undang, telah
diingatkan oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, dalam bukunya De Korfe
Vrijheidsstraf als Vrijetijdsstraf (Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu
Luang) yang menyebutkan bahwa “Norma manakah yang sebaiknya dengan
sadar dikembangkan menjadi norma hukum dan dilengkapi dengan sanksi
pidana dan norma manakah yang sebaiknya diserahkan perkembangannya pada
masyarakat sendiri, tanpa perlu meningkatkannya menjadi norma hukum?”,'*?

Penelitian hukum terhadap masalah di atas sampai sekarang belum
(pernah) dilakukan. Di Belanda, penentuan pidana diserahkan kepada kebijakan
pembentuk undang-undang vakni kapan pidana diperlukan dan kapan tidak, hal
ini tergantung pada bagaimana penegakan hukum memerlukan sanksi pidana
dalam rangka memberikan penjeraan kepada pembuat tindak pidana.

Kebijakan pembentuk undang-undang dalam menentuan pidana dalam
suatu undang-undang di atas merupakan permasalahan kaitannya dengan
hukum pidana karena menyangkut:

1) kebijakan penentuan pidana yakni perbuatan apa yang seharusnya

dijadikan tindak pidana; dan

2) jenis pidananya, termasuk lama dan banyaknya penentuan jumlah

sanksi.

"2 Butir b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik
dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan,
dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

'3 Opcit, D. Schaffmeister, Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang,, hal. 9
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Barda Nawawi Arif dalam Disertasinya yang berjudul Kebijakan Legislatif
dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara menyatakan bahwa
penganalisisan terhadap dua masalah sentral di atas tidak dapat dilepaskan dari
konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau
kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di
atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan
sosial politik yang telah ditetapkan.''

Kebijakan penentuan pidana menyangkut pula permasalahan apakah
kriminalisasi dalam setiap undang-undang diperlukan atau dengan kata lain
apakah masih diperlukan pidana daiam suatu undang-undang sebagai salah
satu penanggulangan kejahatan? Penanggulangan kejahatan dengan
menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban
manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai older philosophy of
crime control.''® Ada sementara pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan
atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut
pendapat ini, pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu
yang seharusnya dihindari.'"® Pendapat ini tempaknya didasarkan pada
pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan
penderitaan yang kejam.

Dasar pemikiran lainnya adalah adanya faham determinisme yang
menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan
suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis
dan faktor lingkungan masyarakatnya. Kejahatan sebenarnya merupakan
manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena ity,
pembuat kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat
dikenakan pidana. Pada dasarnya seorang penjahat merupakan jenis manusia
khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana

yang seharusnya dikenakan kepadanya, melainkan yang diperiukan adaiah

' Opcit, Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejohatan dengan Pidana
Penjara, hal. 35.

"' Ibid, Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legisiatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana
Penjara.hal. 18

"8 Lac.cit, hal. 18.
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tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki. Pandangan determinisme
inilah yang menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran positif di dalam
kriminologi dengan tokohnya, antara lain, Cesare Lombroso dan A.M. Guerry
(1802-1866), serta E. Ferri (1856-1929)."" Walaupun mereka tidak pernah
dengan jelas memisahkan diri dari kehendak bebas dari perseorangan,
bertentangan dengan manusia rata-rata menurut statistik mereka, ketiga sarjana
ini foh merupakan pemuka dari aliran determinisme bagian kedua dari abad ke-
19. Pengikut aliran ini tergolong dalam berbagai mazhab. Pendiri mazhab
pertama adalah Cesare Lombroso, yang berdasarkan pemeriksaan biologis
menurut ilmu urai, dalam karyanya “I'Uomo delinquente” menarik kesimpulan
bahwa penjahat adalah manusia yang dilahirkan sebagai penjahat, yang karena
degenarasi keturunan tetap tinggal pada tingkat manusia primitif. Menurut
pemeriksaan yang dilakukannya sesudah itu, 2/5 dari para penjahat adalah
penjahat karena keturunan, sedangkan 3/5 lagi, faktor lingkunganlah yang
memainkan peranan di samping telah ditentukan secara biologis. E. Ferri
kemudian menengahi dengan menggabungkan faktor di atas bahwa selain
keadaan antropologis, keadaan alami dan sosial juga dapat mempengaruhi
orang menjadi jahat.'’®

Dari pandangan yang pro bahwa penanggulangan kejahatan dengan
sanksi pidana dikemukakan oleh Van Bemmelen'!® sebagai berikut: Jika kita
mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya, tetapi dari sudut
ketentuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut penegakan
ketentuan-ketentuan itu (yakni penegakan hukum), dan khususnya dari sudut
hukum acara pidana, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang
hukum pidana. Jika kita mendekati hukum pidana dari sudut ketentuan-ketentuan
perintah dan larangan, kita sadar bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang
melawan hukum yang tidak mungkin diterima oleh masyarakat. Makar terhadap
kepala negara tidak mungkin diterima oleh negara. Begitupun masyarakat tidak

"7 j.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier, Binacipta Cetakan Kedua, 1991, hal. 11
"875id. van Bemmelen, Hikum Pidana 2 Hukum Penitentier, hal. 12

"Opcit, Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana
Penjara, hal. 20-21
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mungkin dapat menerima bahwa manusia yang safu secara bebas membunuh
orang lain atau dengan sengaja merusak, menghilangkan atau mengambil suatu
benda milik orang lain tanpa izin pemiliknya.

Sudarto berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai
berikut: a. pembalasan, pengimbalan atau retribusi; b. mempengaruhi tindak-laku
orang demi perlindungan masyarakat.'®® Lebih lanjut dikatakan bahwa
pembalasan adalah sebagai tujuan pemidanaan dijumpai pada apa yang
dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Di dalam kejahatan itu sendiri
terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak
dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan mengenai perkembangan tujuan
pemidanaan sebagai berikut. Diawali oleh aliran klasik yang menyatakan bahwa
tujuan pidana bersifat retributif dan represif ferhadap tindak pidana. Aliran ini
muncul pada abad XVIIl yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan
kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan
sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-strafrechf). Sistem
pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan
terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem pemidanaan ditetapkan
secara pasti (the definite sentence). Penetapan sanksi pidana tidak
menggunakan sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan
faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan yang dilakukan atau keadaan
khusus dari perbuatan yang dilakukan, dalam arti tidak digunakan sistem
individualisasi pidana (dader/ ftertuju pada pelaku pidana, bukan
perbuatannya).'?!

Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan
dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati
atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.
Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang

120 Opeit, Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, hal. 81 - 82

12! Arahan Barda Nawawi Arief kepada Tim Perumus RUU KUHP 2005 dan hasi] wawancara dengan
Barda Nawawi Arief di Jakarta pada tanggal 25 April 2008. Secara lengkap juga dituangkan dalam buku
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana — Perkembangan Penyusunan Konsep RUU
KUHP, hal. 118
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kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan
lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Walaupun
digunakan istilah pidana, aliran modern ini tetap berorientasi pada sifat-sifat si
pelaku. Aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki
adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap
pelaku kejahatan.

Tujuan pemidanaan kemudian berkembang dari aliran modern ke aliran
neo-kiasik yang juga menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak
manusia telah berkembang selama abad XIX yang mulai mempertimbangkan
kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana pidana.
Ciri aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah
modifikasi dari dokirin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban
pidana yakni antara lain diterimanya keadaan yang meringankan baik fisik
mapun mental, termasuk keadaan lain dapat mempengaruhi pengetahuan dan
niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan dan dibolehkannya saksi ahli
untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana.

Bermuara dari konsep kedua aliran hukum pidana di atas, lahirlah ide
individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik, yakni:'?

a. pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perseorangan (asas
personal);

b. pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas
kulpabilitas: tiada pidana tanpa kesalahan);

c. pidana harus disesuaikan dengan karakteriktik dan kondisi si
pelaku. Ini berarti harus ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi
hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau berat ringannya
sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana
(perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana (dader), maka sistem
pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada
pelaku dan perbuatan (daad-dader sfrafrecht). Hal ini kemudian oleh pembentuk
RUU KUHP dijadikan acuan dasar penyusunan konsep pemidanaan. Dalam

122 Opcit, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hal. 43
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Penjelasan Umum RUU KUHP diuraikan secara runtut mengenai orientasi
terhadap pelaku dan perbuatan tersebut sebagai berikut:

Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda (Wetboek van
Strafrechf) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru
adalah filosofi yang mendasarinya. KUHP Warisan Belanda secara
keseluruhan dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik (Classical
School) yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan
perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana
(Daad- Strafrechi). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru
mendasarkan diri pada pemikiran Aliran Neo-Klasik (Neo-Classical
School) yang menjaga keseimbangan antara faktor obyektif
(perbuatan/lahiriah) dan faktor subyektif (orang/batiniah/sikap
batin). Aliran ini  berkembang pada Abad ke- 19 yang
memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak
pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual si
pelaku tindak pidana (Daad-dader Strafrecht). Pemikiran mendasar
lain yang mempengaruhi penyusunan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Baru adalah perkembangan ilmu pengetahuan
tentang korban kejahatan (victimology) yang berkembang setelah
Perang Dunia I, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan
yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan
kekuasaan. Baik falsafah "Daad-dader Strafrecht” maupun
viktimologi akan mempengaruhi perumusan 3 (tiga) permasalahan
pokok dalam hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang
bersifat melawan hukum, perfanggungjawaban pidana atau
kesalahan dan sanksi (pidana dan findakan) yang dapat dijatuhkan
beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya.

Karakter “Daad-dader Strafrech” yang lebih manusiawi tersebut
secara sistemik mewarnai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
baru, yang antara lain juga tersurai dan tersirat dari adanya
pelbagai pengaturan yang berusaha menjaga kesimbangan antara
unsur/faktor obyektif {(perbuatan/tahiriah) dan unsur/faktor subyektif
(manusia/batiniah/sikap batin). Hal ini antara lain tercermin dari
pelbagai pengaturan tentang Tujuan Pemidanaan, Syarat
Pemidanaan, pasangan Sanksi berupa Pidana dan Tindakan,
pengembangan Alternatif Pidana Kemerdekaan jangka pendek,
Pedoman atau Aturan Pemidanaan, Pidana Mati Bersyarat, dan
pengaturan Batas Minimum Umum Pertanggungjawaban Pidana,
Pidana serta Tindakan Bagi Anak.

Sebagaimana telah disinggung dalam bab sebelumnya, apakah tujuan
pemidanaan terhadap pidana denda yang diancamkan dalam suatu undang-
undang disetarakan dengan tujuan pemidanaan terhadap pidana penjara atau
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kurungan, pada dasarnya tujuan-tujuan tersebut masih dapat dijadikan acuan.
Dalam Penjelasan Pasal 80 RUU KUHP dinyatakan bahwa pidana denda
sebagai salah satu sarana dalam politik kriminal tidak kalah efektif
dengan jenis pidana lainnya, oleh karena itu jenis pidana denda tetap
dipertahankan. Tujuan pidana denda adalah bukan dalam rangka pembalasan.
Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 81 yang menyatakan bahwa
“Mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan, maka dalam
penjatiuhan pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuan
terpidana secara nyata”.

Melalui pidana denda, diharapkan kesan represif yang selama ini
ditempelkan pada hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana
akan berkurang sehingga lambat laun muncul kesan responsif.
Sebagaimana dipahami oleh masyarakat bahwa hukum pidana dalam
bekerja selalu mencerminkan kerepresifannya. Yesmil Anwar dan Adang
bertanya apakah hukum pidana itu benar-benar represif?'?® Mereka
mencontohkan di Amerika, suasana berkurangnya kepercayaan terhadap
hukum pidana tampak jelas dalam beberapa karya yang tercermin dalam
berbagai buku terbitan Amerika baik dari para praktisi hukum maupun
dari para teoritisi hukum, begitu pula di Indonesia teriakan terhadap
hukum pidana terus mendapat perhatian. Khususnya di Indonesia,
ketidakpercayaan terhadap hukum pidana dapat dilihat dailam setiap
penegakannya yang selalu saja mencerminkan kekerasan di dalamnya.
Penahanan seseorang oleh penyidik dijadikan keharusan sehingga
seringkali tindakan tersebut dianggap melanggar hak-hak sipil tersangka.

Perkembangan aliran-aliran Klasik, Moder